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ABSTRAK 
 
Pokok permasalahan pada penelitian ini membahas tentang Partisipasi Masyarakat dalam 
Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan 
Bola Kabupaten Wajo Tahun 2014 dengan melihat partisipasi masyarakat dan melihat peran 
pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah 
Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 
Partisipasi masyarakat di Desa Manurung dalam mengikuti pelaksanaan rapat 
Musrembang di Desa Manurung masih kurang aktif dan masih perlu ditingkatkan karena masih 
banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat langsung dalam proses pembuatan 
perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya. 
Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat 
dalam mengikuti pelaksanaan Musrembang kedepannya adalah dengan cara melibatkan 
masyarakat dalam proses perencanaan program pembangunan, melibatkan masyarakat dalam 
pelaksanaan program pembangunan, menggerakkan partisipasi melalui lembaga yang dikenal 
oleh  masyarakat, melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan 
dan mengajak masyarakat untuk bergotong royong. 
 
Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Musrembang Desa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pada umumnya masyarakat menginginkan kehidupan yang ideal dan lebih 
baik baik setiap harinya. Kondisi tersebut dapat menggambarkan segala kebutuhan 
masyarakat terpenuhi. Suatu kondisi yang tidak dikhawatirkan untuk memikirkan hari 
esok. Kondisi yang memberikan situasi kondusif guna aktualisasi diri dan untuk 
terwujudnya proses relasi sosial yang berkeadilan. Realitas yang dianggap sebagai 
masalah sosial selalu mendorong atau memberi inspirasi bagi munculnya usaha 
perubahan ataupun perbaikan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di 
sebuah desa. 
Strategi pembangunan pedesaan adalah peningkatan kapasitas dan komitmen 
masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan, partisipasi 
masyarakat secara langsung dalam tiap tahap proses pembangunan adalah merupakan 
ciri utama pembangunan desa yang ideal.  
Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai masukan dan keluaran, proses 
partisipasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap yaitu mulai dari penerimaan 
informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan, 
penelitian, dan penerimaan kembali hasil. Pembangunan sebagai input atau masukan 
diharapkan dengan adanya partisipasi masyarakat bisa menumbuhkan kemampuan 
masyarakat untuk berkembang secara mandiri, sedangkan sebagai output atau 
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keluaran merupakan proses keluaran stimulasi atau motivasi masyarakat melalui 
berbagai upaya. 
Berkaitan dengan upaya pembangunan desa, partisipasi masyarakat 
mempunyai peran penting karena pembangunan desa sebenarya ditujukan untuk 
memajukan desa itu sendiri dan memanfaatkan berbagai potensi serta sumber daya 
yang ada. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka 
diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi 
masyarakat dalam usaha pembangunan desa dimulai dari penerimaan informasi 
perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaan program. Dengan adanya peran 
 pertisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya 
diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. 
Pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita negara untuk 
mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah 
Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya 
masyarakat makmur dan sejahtera belumlah bisa dinikmati secara merata oleh seluruh 
rakyat Indonesia, terkait dengan hal tersebut strategi pendukung untuk mengatasi 
permasalahan pembangunan terutama didesa maka pengembangan peran pasrtisipasi 
masyarakat sangat diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan 
pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan 
benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat. 
Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi 
masyarakat yang sudah sadar dan menginginkan akan pentingnya pembangunan di 
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daerah demi hidup mereka, baik dari segi perekonomian daerah yang semakin terbuka 
dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih 
belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin.  
Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang 
besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi 
ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan 
harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan 
pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desan 
akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian. 
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Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan 
perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku 
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk itu, maka proses 
perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan 
musyawarah perencanaan pembangunan. 
Pentingnya akan adanya musyawarah yand dilakukan oleh masyarakat 
memutus dan mencari sautu hasil yang mufakat sebagaimana yang dijelaskan dalam 
QS. Ali Imran (3): 159 adalah sebagai berikut: 
                                                          
1
 Sajogyo dan Pudjiwaty. Sosiologi Pedesaan, (Yokyakarta: Gadjah Mada Unipersity Prees, 
1996), h. 114. 
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Terjemahannya: 
 Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maaafkanlah mereka, 
mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 
dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka 
bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang 
yang bertawakkal kepada-Nya.
2
 
 
Isi kandungan ayat suci Al-Qur‟an di atas menjelaskan bahwa begitu 
pentingnya kegiatan musyawarah disetiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat 
dalam menentukan suatu  kebijakan mengenai program-program pembangunan apa 
yang akan dilaksanaakan di daerah. Dengan cara musyawarah, masyarakat dapat 
menentukan suatu program pembangunan secara bersama dengan mewujudkan suatu 
kepentingan yang dapat dinikmati 
Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan 
yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan 
awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa 
sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada 
                                                          
2
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya. (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2008), h. 34. 
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fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan 
sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu 
menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.
3
 
Menurut Tjokroamidjojo, perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain 
adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan 
dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara 
bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya 
lebih efisien dan efektif.
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Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua 
rencana merupakan perencanaan pembangunan terkait dengan kebijaksanaan 
pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini 
terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi publik untuk 
membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik 
negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang 
dimiliki oleh wilayah tersebut. 
Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha 
pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud yaitu perencanaan 
yang isinya upaya-upaya untuk mencapai kepentingan masyarakat dengan adanya 
                                                          
3
Sajogyo dan Pudjiwaty. Sosiologi Pedesaan, h. 115. 
4
Tjokroamidjojo,Bintoro.Perencanaan Pembangunan, (Jakarta:PTGunung Agung, 1980), h. 
194. 
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pemerataan pembangunan.Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunaan akan 
menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek 
pembangunan maupun dari sisi luar semua itu.  
Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak 
pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai. 
Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu 
pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.Perencanaan juga dapat 
berperan sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses 
pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa 
terkecuali masyarakat.
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Melihat penjelasan mengenai perencanaan dalam pembangunan desa, bisa 
dikatakan bahwa pentingnya perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang 
sudah melewati separuh jalan karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan 
mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, 
dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak memberi pembiasan pelaksanaan 
pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk 
mencapai tujuan. 
Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah pembangunan 
yang bertahap harus diselesaikan. Ada berbagai alasan sebagai pendorong untuk 
melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan 
                                                          
5Eppy Lugiarti, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program 
Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti, (Bandung: Tesis. Pascasarjana, IPB, 2004) h. 
37. 
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kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan 
tertentu yang ditetapkan.
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Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan 
perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku 
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Untuk itu, 
maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan 
melakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). 
Penyelenggaraan musrenbang yang ada di desa meliputi tahap persiapan, diskusi dan 
perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan 
kegiatan pasca musrembang desa. 
Musrembang adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi 
perencana yang ada di daerah dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan 
usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram 
pemeintah (top down planning).  Musrembang adalah sebuah mekanisme yang benar 
– benar menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan 
bagaimana pemerintah merespon hal tersebut.
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Idealnya pelaksanaan Musrembang di desa melibatkan masyarakat atau non 
pemerintah mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk 
stakeholder secara bersama memikirkan bagaimana membiayai dan 
mengimplementasikan hasil musrembang. Ini biasa terjadi manakala benar 
                                                          
6
Eppy Lugiarti, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Perencanaan Program 
Pengembangan Masyarakat di Komunitas Desa Cijayanti, h.40 
7
Https:wotbuwono.wordpress.com (Dilihat pada tanggal 8 Juni 2015). 
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pemerintah duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang 
bertumpu pada kesejahteraan masyarakat kedepan.  
Pentingnya hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan 
masyarakat dalam bekerja sama dan bermusyawarah dalam menentukan menentukan 
kebijakan secara bersama berkaitan dengan QS. Asy-Syura: 38 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
 
Terjemahannya: 
Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah 
antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 
berikan kepada mereka.
8
 
 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi 
orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka melaksanakan shalat 
secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan 
khusyu‟ kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka 
adalah musyawarah antara mereka yakni mereka memutuskannya melalui 
musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan 
pendapatnya. 
 
                                                          
8
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan Terjemahannya. (Jakarta: Gramedia 
Pustaka Utama, 2008), h. 56. 
 
9 
 
Namun kenyataan yang ada, masyarakat apatis terhadap mekanisme 
musrembang, apalagi kenyataan yang ada hasil musrembang bukan menjadi bagian 
dari amanah yang akan dijalankan tahun berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa 
oleh masyarakat begitu banyak program yang terlaksana tanpa melalui  
musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan pihak pelaksana. 
Melihat dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa perecanaan 
merupakan faktor yang paling utama dalam proses pembangunan desa yang lebih 
baik. Perencanaan dapat menjadi sebuah faktor  penentu dalam keberhasilan 
pembangunan di desa, apabila tercipta suatu perencanaan yang baik dalam 
menentukan suatu program pembangunan yang tepat,  maka pelaksanaan 
pembangunan sudah dapat dilaksanakan dengan baik pula. 
Berkaitan dengan perencanaan dalam pembangunan desa, peran dan 
partisipasi masyarakat sangat penting dalam membuat suatu perencanaan kegiatan 
pembangunan apa yang akan dilakukan mengingat hanya masyarakat setempat yang 
lebih mengetahui berbagai macam permasalahan dan potensi sumber daya yang ada 
sehingga memudahkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 
Dengan adanya partisipasi masyarakat, maka hasil dari pembangunan yang dilakukan 
nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari masyarakat 
setempat.  
Keterlibatan langsung masyarakat secara aktif dalam perencanaan dapat 
memberi ruang bagi kepentingan dan inisiatif pembangunan yang bersumber dari 
masyarakat. Dengan penerapan perencanaan partispatif ini kemungkinan dapat 
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membuka cakrawala pikiran masyarakat/pelaku pembangunan desa untuk 
menemukan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga akan tumbuh 
kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan yang sesuai 
dengan kondisi desa serta mendokumentasikan perencanaan pembangunan desa 
melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung.  
Berkaitan dengan perencanaan pembangunan di desa Manurung Kecamatan 
Bola Kabupaten Wajo, terdapat pula permasalahan-permasalahan yang ada di desa 
seperti permasalahan di bidang (1). Pertanian yang dimana masyarakat di Desa 
Manurung tidak memiliki irigasi desa, kurang tersedia pupuk, tidak ada sanggar tani 
dan banyaknya jalan tani yang rusak sehingga masyarakat susah untuk mengangkut 
hasil panennya, (2). Sumber daya alam yang ada di Desa Manurung yang cukup 
potensial untuk meningkatkan ekonomi desa dari sektor pertanian dan perkebunan 
menjadi salah satu sumber utama penghasilan masyarakat. Hasil produksi yang 
melimpah tidak diikuti dengan pembangunan pasar sebagai tempat untuk menjual 
hasil panen masyarakat, dari segi (3).Pendidikan di Desa Manurung masih belum 
optimal berkaitan dengan masih minimnya sarana dan pra sarana pendidikan yang ada 
seperti buku belajar, kurangnya tenaga pengajar dan kondisi bangunan sekolah yang 
belum baik begitu pun di bagian (4).Kesehatan yang dimana lingkungan yang buruk 
dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan serta kurangnya 
tenaga medis dan tempat balai pengobatan membuat masyarakat dalam sulit untuk 
melaksanakan pengobatan secara medis. Namun beberapa permasalahan di atas 
berdampak pula terhadap masalah (5). Pemberdayaan perempuan. Kurangnya 
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partisipasi dan keterlibatan perempuan di Desa Manurung untuk setara dan 
mendapatkan keadilan sosial dalam proses pembangunan masih rendah.
9
 
Dari berbagai masalah mengenai pembangunan yang dialami masyarakat di 
Desa Manurung karena proses pembuatan dan pelaksanaan pembangunan tidak 
didukung oleh hubungan kerja sama dan kurang berpartisipasinya masyarakat dalam 
pelaksanaan pembangunan desa. Dalam hal ini dipengaruhi oleh kurang dilibatkannya 
masyarakat dalam proses pembuatan perencanaan pembangunan desa, minimnya 
kesempatan bagi masyarakat dalam memberikan usulan atau pendapat dalam forum-
forum rapat seperti musrembang di desa, dan pemerintah masih kurang optimal dalam 
melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Namun di sisi lain 
masyarakat juga harus sadar dan memahami akan pentingnya bekerja sama dan 
membantu serta mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh 
pemerintah. 
Proses pembangunan akan berjalan dengan baik apabila seluruh lapisan aspek  
masyarakat mulai dari lapisan tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh-tokoh 
pemuda serta dari lapisan aparat pemerintahan yang ada di desa berpartisipasi dan 
bekerja sama dengan baik demi mencapai suatu tujuan bersama.  
 
Isi kandungan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa akan pentingnya 
persatuan dan kerjama secara bersama-sama dalam meremuskan dan menentukan 
                                                          
9
Pemerintah Kabupaten Wajo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo Desa Manurung, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Desa Manurung, 2011-2015, h. 10-15. 
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suatu program-program pembangunan yang akan dilakukan di suatu daerah demui 
mencapai tujuan bersama sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan baik dari 
kalangan masyarakat maupun pemerintah setempat. 
Saharuddin dan Sumardjo mengemukakan secara sederhana bahwa partisipasi 
mengandung makna peran serta seseorang atau kelompok orang dalam suatu kegiatan 
untuk mencapai sesuatu yang secara sadar diinginkan oleh pihak yang 
berkepentingan. Bila menyangkut partisipasi dalam pembangunan masyarakat maka 
menyangkut keterlibatan secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, 
evaluasi dan menikmati hasilnya atau suatu usaha perubahan masyarakat yang 
direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat.
10
 
Lebih lanjut dikemukakan bahwa seseorang akan berpartisispasi apabila 
terpenuhi prasyarat untuk berpartisispasi, yaitu adanya (1) kesempatan, yaitu adanya 
suasana atau kondisi lingkungan yang disadari bahwa dia berpeluang untuk 
berpartisipasi. (2) kemauan, adanya sesuatu yang mendorong/menumbuhkan minat 
dan sikap mereka untuk termotivasi berpartisipasi, misalnya berupa manfaat yang 
dapat dirasakan atas partisipasinya tersebut, dan (3) kemampuan, adanya kesadaran 
atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi, 
bisa berupa pikiran, tenaga, waktu atau sarana dan material lainnya.
11
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Saharudin dan Sumardjo. Metode-metode Partisipatif dalam Pengembangan Masyarakat, 
(Bandung: Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Faperta, IPB, 2003),  h. 57.  
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Berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh Sahararuddin dan Sumardjo 
mengenai partisipasi masyarakat maupun peran pemerintah dalam perencanaan 
pembangunan, hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya keterlibatan 
masyarakat dalam merumuskan suatu perencanaan pembangunan bersama dengan 
pemerintah setempat. Namun, hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah 
memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam 
proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan program-program pembangunan 
yang dirumuskan secara bersama antara masyarakat dengan pemerintah.  
Selain partisipasi masyarakat yang harus dilibatkan dalam pembangunan, 
pemerintah juga memegang peranan penting dalam pembangunan, di negara 
berkembang seperti Indonesia, peran pemerintah lebih penting lagi terutama karena 
kebanyakan masyarakat masih harus dibangun prakarsa dan kemampuannya untuk 
terlibat secara efektif dalam pembangunan. Tingkat pendidikan rata-rata penduduk 
yang masih rendah, sistem politik yang belum cukup membangun dan member ruang 
cukup bagi penyaluran kemampuan masyarakat adalah beberapa alasan masih 
lemahnya posisi masyarakat dalam pembangunan. 
Sementara itu pemerintah dianggap memiliki sejumlah kemampuan seperti 
pengetahuan/keahlian, kekuasaan, dana, teknologi dan sebagainya. Oleh karena itu 
dengan kemampuan yang dimilikinya, pemerintah diharapkan mampu mengambil 
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peran besar dalam pembangunan, termasuk dalam menggerakan dan memberikan 
ruang bagi partisipasi dan perkembangan masyarakat.
12
 
Hal ini dimaksudkan agar pembangunan masyarakat desa dapat diupayakan 
secara bersama-sama oleh pemerintah (dalam hal ini adalah pemerintah desa) dan 
masyarakat setempat. Sehingga  masalah pembangunan yang masih merupakan salah 
satu permasalah penting di tingkat desa dapat ditangani secara bersama oleh 
pemerintah dan semua komponen masyarakat yang ada di desa. 
Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana partisipasi 
masyarakat dan peran pemerintah Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten 
Wajo dalam melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa 
Manurung Tahun 2014. 
Berdasarkan apa yang telah tertulis dalam latar belakang di atas, maka peneliti 
tertarik untuk mengangkat sebuah judul:“Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan 
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa ManurungKecamatan 
Bola Kabupaten Wajo.” 
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
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M. Dawan Rahardjo. Menuju Indonesia Sejahtera: Upaya Konkret Pengentasan 
Kemiskinan, (Jakarta: Khanata, Pustaka LP3ES Indonesia,  2006), h. 192. 
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1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten 
Wajo? 
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten 
Wajo? 
C. Tujuan Penelitian 
 Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah 
Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan Bola 
Kabupaten Wajo. 
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pelaksanaan Musyawarah 
Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan Bola 
Kabupaten Wajo. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan Secara Teoritik 
a. Hasil dari penelitian ini diharapakan dapat berguna bagi semua kalangan 
dan memberi sumbangan pengetahuan dalam partipasi masyarakat Desa 
Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dalam penyusunan Rencana 
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2014. 
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b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti lainnya 
untuk melakukan  penelitian selanjutnya.yang berkaitan dengan partisipasi 
masyarakat Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dalam 
penyusunan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2014. 
2. Kegunaan Secara Praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang bagaimana partsipasi 
masyarakat dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) 
Desa Manaurung tahun 2014. 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman para civitas akademika 
tentang partisipasi masyarakat dalam mendorong pembangunan yang 
terjadi di Indonesia khususnya Desa Manurung, Kecamatan Bola, 
Kabupaten Wajo. 
E. Tinjauan Pustaka 
Penelitian yang dilakukan oleh Agus Mulyanatahun 2008 tentang “Partisipasi 
Warga Masyarakat Desa Dalam Kegiatan Pembangunan (Studi Kasus Di PPK Desa 
Wonoketingal Karanganyar Kabupaten Demak)”. 
Kabupaten Demak selalu menjadi nomor satu dan menjadi yang terbaik dalam 
program Program Pengembangan Kecamatan (PPK), khususnya dalam partisipasi. 
PPK/PNPM telah dipahami dan diketahui serta antusias dilaksanakan secara baik dan 
benar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh MENDAGRI tentang 
PPK/PNPM. Hal ini terbukti dari pemahaman masyarakat yang sudah benar tentang 
program PPK/PNPM dan tujuannya, serta partisipasi warga Wonoketingal yang 
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antusias hadir pada setiap jenjang pelaksanaan program. Fasilitator Desa berusaha 
sekuat tenaga memompa partisipasi masyarakat untk mencapai derajat maksimal. 
Mereka bekerja dengan berdasar pengalaman dan kemampuan yang mereka miliki. 
Faktor yang menyebabkan desa Wonoketingal selalu mendapat rangking /terbaik 
dalam PPK/PNPM adalah karena koordinasi yang baik, kerjasama antar pelaku, 
keteladanan bagi yang memimpin warga masyarakat, kedisiplinan semua warga, 
kekompakan pelaku PPK/PNPM, dan kemudahan para pelaku PPK/PNPM menerima 
pengarahan dan nasehat. 
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Pembangunan akan berjalan lancar apabila terjalin komunikasi dan kerja sama 
yang baik antara masyarakat dengan aparatur pemerintahan dalam menjalankan roda 
pembangunan di desa sehingga menciptakan suatu pembangunan desa yang baik. 
Penelitian yang lain yang berkaitan dengan pembahasan ini adalah penelitian 
yang dilakukan Titania Aulia Tahun 2009 tentang “Partisipasi Masyarakat dalam 
Pembangunan Desa di Desa Ngringo Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar”. 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu 
bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan 
proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi masayarakat dalam pembangunan 
bukanlah mobilisasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah 
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Agus Mulyana. Partisipasi Warga Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pembangunan (Studi 
Kasus Di PPK Desa Wonoketingal Karanganyar Kabupaten Demak), Universitas Sebelas Maret 
Surakarta: 2008, sebuah skripsi, h. 55-56. 
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kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, 
melaksanakan dan membiayai pembangunan. Dalam pendekatan partisipasi, peran 
serta masyarakat tidak hanya terbatas dalam pengertian ikut serta secara fisik, tetapi 
keterlibatan yang memungkinkan mereka melaksanakan penilaian terhadap masalah 
dan potensi yang terdapat dalam lingkungan sendiri, kemudian menentukan kegiatan 
yang mereka butuhkan. Keterlibatan masyarakat adalah keterlibatan yang mengarah 
pada tumbuhnya kemampuan-kemampuan mereka untuk lebih berdaya dalam 
menghadapi tantangan hidup tanpa harus bergantung dengan orang lain. Ketika 
masyarakat kuat, peran orang luar semakin dikurangi. Itulah sebabnya pendekatan 
partisipatif disebut juga dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
14
 
Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa dalam upaya 
meningkatkan pembangunan daerah perlu melibatkan partisipasi masyarakat secara 
penuh dan selain pemerintah, masyarakat juga perlu diberi tanggung jawab dalam 
menjalankan pembangunan di daerah.   
Sementara itu berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zuryawan Isvandiar 
Zoebir Tahun 2012 tentang “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan 
Daerah (Identifikasi Indikator-indikator Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan 
Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat)”. 
Pembangunan hukum yang lebih berorientasi kepada masyarakat, yang 
tercermin melalui pengoptimalan keterlibatan masyarakat dalam rangkaian 
                                                          
14Titania Aulia, “Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Ngringo 
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar”, Departemen Sains dan Komunikasi dan Pengembangan 
Masyarakat, Institut Pertanian Bogor, 2009, h. 35-36 
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penyusunan peraturan daerah tertentu, perlu diyakini oleh aparatur pemerintah 
(daerah) sebagai strategi yang tepat untuk menggalang militansi kesadaran 
masyarakat terhadap ketaatan pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum. Pada 
gilirannya nanti, strategi ini mampu berperan secara nyata dalam meningkatkan 
kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan daerah. Keyakinan 
itu perlu terus ditanamkan, terutama dalam diri aparatur yang secara fungsional 
menangani proses-proses penyusunan peraturan-peraturan daerah pada pemerintah 
kabupaten/kota. Selanjutnya, hal terpenting dan menjadi tantangan utama adalah 
bagaimana menerjemahkannya dalam usaha-usaha yang nyata. Upaya-upaya ke arah 
tersebut tentu tidak secara serta merta dapat terwujud dan tidak semudah seperti 
membalikkan telapak tangan, melainkan harus melalui proses berliku-liku yang akan 
menghabiskan banyak waktu serta tenaga, dan tampaknya harus dilakukan oleh 
aparatur yang memiliki integritas dan hati nurani yang jernih.
15
 
Salah satu faktor utama dalam penentuan keberhasilan pembangunan di 
daerah adalah apabila tercipta kesadaran bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan 
terlibat secara aktif dalam merumuskan kebijakan atau program pembangunan yang 
baik dan dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Masyarakat harus sadar akan 
pentingnya keterlibatan mereka dalam setiap pembangunan baik dari segi tahap 
persiapan atau perecanaan maupun pada tahap pelaksanaan pembangunan sehingga 
masyarakat dapat mengetahui bahwa dirinya bukan lagi sebagai penonton melainkan 
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 Zuryawan Isvandiar  Zoebir, “Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan 
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mereka berperan sebagai pelaku dan pelaksana dalam program pembangunan yang 
dibuat dan dilaksanakan antara masyarakat dengan pemerintah. 
F. Kerangka Teori 
1. Teori Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan suatu wilayah 
menjanjikan suatu proses yang bersifat kolaboratif dimana seluruh lapisan masyarakat 
dapat merumuskan tujuan bersama (common goals), terlibat di dalam pengambilan 
keputusan kolektif, menciptakan ruang, dimana ruang ini merupakan tempat untuk 
mengekspresikan keinginan mereka.
16
 
Konsep perencanaan dan desain pembangunan wilayah, partisipasi dilihat 
sebagai persyaratan untuk mendukung proses demokratisasi. Semua anggota 
masyarakat memiliki hak yang sama untuk berperan dalam pengambilan keputusan 
yang menyangkut hidup dan penghidupannya. Dalam bentuknya yang ideal, 
partisipasi dalam perencanaan dan desain pembangunan wilayah bukan hanya 
merupakan hak, tetapi sudah merupakan suatu aksi demokratis.  
Untuk memahami teori partisipasi dalam perencanaan pembangunan, Arnstein 
merumuskan suatu jenjang atau tingkat partisipasi sesuai dengan peran dan fungsi 
masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta kontrol aktivitas pembangunan di 
wilayahnya.
17
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Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya 
partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek 
semata. Salah satu kritik adalah masyarakat merasa “tidak memiliki” dan “acuh tak 
acuh” terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai 
subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan 
serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan 
evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan 
pembangunan dengan semangat lokalitas. 
 Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya 
tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal 
dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam 
melaksanakan pembangunan. Dalam hal ini, masyarakat setempat yang lebih 
mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh 
daerahnya. Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah kebijakan , 
berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan.  
Menurut Diana Conyers dalam bukunya Suparjan dan Hempri “Partisipasi 
Masyarakat Perdesaan dalam Pembangunan”, ada 4 (empat) alasan utama mengapa 
partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu: 1). Partisipasi masyarakat 
merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan 
sikap masyarakat setempat. 2). Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program 
pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, 
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karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa 
memiliki. 3). Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh 
informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. 4). Bahwa 
masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan 
dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui 
seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.
18
 
Masyarakat pedesaan pada umumnya percaya akan kinerja pemerintah dan 
akan terlibat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan apabila sudah 
melihat bukti secara nyata adanya pembangunan di daerahnya yang dibangun oleh 
peemerintah sebelumnya. Dengan adanya program pembangunan yang sudah ada, 
maka dengan sendirinya masyarakat akan percaya dengan pemerintah dan akan ikut 
bekerja sama dalam membangun daerahnya ke arah yang lebih baik lagi. 
Sedangkan menurut Edi Suharto dengan melihat partisipasi masyarakat dalam 
proses perencanaan pembangunan yaitu partisipasi masyarakat adalah keterlibatan 
mental pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya 
untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan serta 
turut bertanggungjawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu 
berhasilnya setiap program yang direncanakan dan dilakukan.
19
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Selain bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik yang diberikan oleh 
masyarakat, partisipasi secara buah pikiran juga sangat bermanfaat dengan 
memberikan ide atau sebuah gagasan dalam merumuskan suatu program-program 
pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 
Salah satu forum yang ada dalam merumuskan kebijakan mengenai 
perencanaan pembangunan di suatu daerah adalah forum Musrembang. Partisipasi 
masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam  musrenbang mempunyai 
arti penting dalam proses pembangunan wilayahnya.  
Menurut Rustian Kamaluddin dengan berpartisipasinya masyarakat secara 
aktif dalam forum musrembang, masyarakat mampu  menyampaikan aspirasi mereka 
dan masalah mereka sendiri sebagai orang yang terlibat dari perencanaan, 
pelaksanaan dan hasil. Menumbuhkan kesadaran diri  dan partisipasi  masyarakat 
dalam forum musrenbag, setidaknya masyarakat tidak  hanya sebagai objek 
 pembangunan tetapi berperan sebagai penyampai aspirasi dan perencana 
pembangunan juga.
20
 
Adanya  partisipasi  masyarakat  yang baik dalam pelaksanaan musrembang 
desa maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, 
adanya mufakat bersama merupakan bentuk  hasil kerjasama antara pihak masyrakat 
dengan pemerintah, yang saling mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, 
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sehingga akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan 
kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari musrenbag dapat diterima semua pihak 
Dari jenis partisipasi  yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa 
keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pembangunan  dapat berupa sumbangan 
pemikiran baik dalam perencanaan pembangunan maupun dalam  pelaksanaannya, 
keterampilan yang dapat dimanfaatkan dalam mengelola sumberdaya yang ada untuk 
meningkatkan kesejahtreaan mereka, tenaga dalam pelaksanaan pembangunan, harta 
dan uang yang dapat digunakan untuk membantu dan membiayai pembangunan yang 
dilaksanakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat baik secara swadaya maupun 
dengan bantuan pemerintah. Namun, hal yang paling penting yang harus dimiliki oleh 
masyarakat adalah untuk mencapai pembangunan yang baik dengan terlibat secara 
langsung dalam proses pembuatan kebijakan atau program-program pembagunan 
dengan bekerja sama dengan baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun 
masyarakat dengan pemerintah. 
2. Konsep Tentang Perencanaan Pembangunan 
Strategi pembangunan Indonesia adalah peningkatan pemerataan 
pembangunan beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral 
dan pemberdayaan masyarakat (people empowering) terutama di pedesaan. 
Pembangunan desa bersifat multisektoral dalam arti sebagai metode pembangunan 
masyarakat sebagai subyek pembangunan, sebagai program, dan sebagai gerakan 
25 
 
masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi oleh kesadaran untuk 
meningkatkan kehidupan yang lebih baik.
21
 
Dalam konteks Indonesia, perencanaan pembangunan menjadi penting  
mengingat sumber- sumber ekonomi yang semakin terbatas dan akan menjadi habis, 
jumlah  penduduk yang sangat besar dan beragam, tingkat pendidikan dan 
kemampuan manajerial yang masih rendah.
22
 
Untuk meningkatkan pembangunan nasional, pemerintah harus membangun 
negara dengan cara membuat suatu program-program pembangunan yang dapat 
membangun desa ke arah yang lebih baik. Pada saat ini, keadaan masyarakat di desa 
seakan masih kurang diperhatikan oleh pemerintah dengan masih banyaknya desa 
yang sampai sekarang belum tersentuh oleh program-program pembangunan yang 
dapat membawa kehidupan bagi masyarakat desa. 
Rostow dalam bukunya Minah Sinuhaji Bahan Ajar “Perencanaan dan 
Pembangunan Wilayah” juga menyatakan bahwa pengertian pembangunan tidak 
hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output 
daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan 
melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas 
landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran.
23
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Melihat penjelasan mengenai perencanaan pembangunan tersebut,  setiap 
tahapan dari proses dari perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan harus 
diperhatikan secara seksama dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dengan membuat 
suatu perencanaan dengan baik yang dilakukan secara bersama-sama antara seluruh 
lapisan masyarakat dengan pemerintah akan menumbuhkan adanya rasa saling 
menghormati dan dapat meningkatkan hubungan kerja sama sehingga terwujud apa 
yang diinginkan dalam perumusan kebijakan program pembangunan.  
Terkait dengan  perencanaan  pembangunan, Bintoro mengungkapkan bahwa 
unsur- unsur pokok yang harus tercakup dalam perencanaan adalah: (1) adanya 
kebijaksanaan atau strategi dasar rencana pembangunan atau sering disebut dengan 
tujuan, arah, prioritas dan sasaran pembangunan; (2) adanya kerangka rencana atau 
kerangka makro rencana;  (3) perkiraan sumber-sumber pembangunan, khususnya 
yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan; dan (4) kerangka kebijakan yang 
konsisten.
24
 
Berbagai kebijakan perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan secara 
bersama agar dapat menciptakan adanya tatanan sosial yang baik di mayarakat. 
Dengan menimbang baik dan buruknya segala sesuatu yang direncanakan dalam 
pembangunan desa, masyarakat dengan pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan 
yang paling diinginkan dan mendesak yang perlu dilakukan. 
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Hal demikian membutuhkan suatu perencanaan yang matang mengenai 
sasaran pokok dalam pembangunan dengan memikirkan berbagai hal seperti 
memperhatikan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, sumber-sumber dana 
yang digunakan untuk membangun desa dan megupayakan pembangunan yang 
nantinya akan dilaksanakan dapat berjalan secara terus-menerus sesuai dengan apa 
yang diinginkan oleh masyarakat.  
Berkaitan dengan adanya teori perencanaan pembangunan tersebut, 
Solihinmendefinisikan perencanaan pembangunan sebagai suatu usaha yang 
sistematik dari berbagai pelaku (aktor) baik umum (publik) atau pemerintah, swasta, 
maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk 
menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan baik aspek fisik, sosial, ekonomi, 
dan aspek lingkungan lainnya.
25
 
Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak memiliki 
perencanaan yang baik pula. Begitupun halnya dengan aktor-aktor yang terlibat 
dalam proses perencanaan pembangunan. Pembangunan akan terlaksana dengan baik 
apabila seluruh lapisan aspek masyarakat bekerja sama dengan baik pula, salah satu 
cara upaya yang ditempuh untuk menyatukan aspirasi masyarakat dengan 
kepentingan pemerintah adalah salah satunya dengan adanya forum musrembang.  
Musrembang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan 
pemerintah setiap satu tahun sekali dan merupakan salah satu forum yang digunakan 
untuk membuat suatu perencanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh 
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lapisan masyarakat dengan pemerintah untuk membahas program-program 
pembangunan yang akan dilakasanakan kedepannya. 
3. Konsep Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa 
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah dalam pasal 206 menyebutkan tentang kewenangan desa mencakup urusan 
pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan kabupaten/kota diserahkan pengaturannya kepada desa, 
bantuan dari pemerintah provinsi atau bantuan pemerintah kabupaten/kota kepada 
desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia 
dan urusan pemerintahan lainnya oleh peraturan perundang-undangan diserahkan 
kepada desa. 
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Bila kita melihat urusan pemerintahan yang dikelola oleh desa sebagaimana 
yang telah diuraikan di atas, bahwa desa berhak menyelenggarakan, mengatur dan 
membuat kebijakan dalam membangun desa. Kepala desa yang dipilih secara 
langsung oleh masyarakat memiliki kewenangan dan legitimasi yang cukup kuat 
untuk membawa desanya ke arah yang dikehendakinya. 
Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan desa untuk kemajuan 
desa. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa disusun perencanaan 
pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan 
daerah kabupaten/kota. Pembangunan pedesaan sebagaimana yang dimaksud disusun 
oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam pembangunan 
desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyaraka karena pemerintah dan masyarakat desa 
adalah dua pihak yang harus terlibat dalam pembangunan desa.  
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, ada 
beberapa hal yang harus diketahui dan menjadi langkah awal pemerintah desa dalam 
memajukan pembangunan desa yaitu: pemerintah desa sebagai perencana dan 
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masyarakat sebagai pelaksana harus mengetahui konsep dalam pembangunan desa, 
selama ini perencana dan pelaksana hanya mengetahui pembangunan pedesaan adalah 
kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program yang dibuat 
pemerintah desa dengan segala tujuannya, artinya salah satu sistem pasif, seharusnya 
pembangunan desa adalah kerjasama pemerintah desa dan masyarakat dalam 
merencanakan, melaksanakan dan  memanfaatkan hasil pembangunan, kedua sistem 
sama-sama aktif, pemerintah desa harus mengubah persepsinya terhadap 
pembangunan desa, sehingga dinamika pembangunan dalam masyarakat menjadi 
berkembang, pemerintah desa harus mempunyai sikap toleransi terhadap kritikan dan 
fikiran alternatif dari masyarakat. Kritikan dan fikiran alternatif itu sebagai bentuk 
dinamika pembangunan dalam masyarakat itu sendiri. Pemerintah desa harus 
menghargai anak-anak bangsa yang mau menunjukan sedini mungkin  kesalahan 
yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan, bukan justru 
merendahkan sebelum kesalahan itu menumbuhkan permasalahan baru yang 
menghambat laju pembangunan serta pembangunan desa harus dianggap sebagai 
suatu kewajiban moral dari setiap masyarakat, pemerintah desa harus menghargai dan 
menghormati asal-usul dan adat istiadat setempat. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif yang bersifat deskriptif dimana  penulis  mencoba  untuk  meneliti  atau  
menganalisa  dengan  mencoba memberikan  gambaran  dan  penjelasan  mengenai  
kenyataan  empiris  yang  dijadikan  objek  penelitian. 
Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik dan 
akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Data 
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yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari 
penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi.
27
 
2. Waktu dan Lokasi Penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tanggal 21April 2015 – 25 Mei 2015 
yang akan dilaksanakan di Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dengan 
menggunakan informan masyarakat dan pemerintah desa Manurung Kec. Bola Kab. 
Wajo. Dengan perincian sebagai berikut: 
a. Tahap persiapan dilaksanakan pada tanggal 21 April  – 29 April 2015. 
b. Tahap pelaksanaan akan dilaksanakan pada tanggal 30April  – 15 Mei 
2015. 
c. Tahap Laporan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei  – 25Mei 2015. 
3. Informan 
Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Kepala Desa dan aparat pemerintah Desa Manurung Kecamatan Bola 
Kabupaten Wajo. 
b. Tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri 6 orang masing-masing 2 setiap 
dusun yang ada di Desa Manurung (masing-masing 1 orang laki-laki dan 
perempuan di setiap dusun). 
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c. Tokoh-tokoh pemuda (17 – 25 Tahun) yang terdiri 6 orang, masing-masing 
2 orang setiap dusun yang ada di Desa Manurung (masing-masing 1 orang 
laki-laki dan perempuan di setiap dusun). 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Data Primer, yaitu keseluruhan dari hasil penelitian yang diperoleh baik 
melalui wawancara dan tanggapan, observasi langsung terhadap lokasi 
penelitian dan dokumentasi terhadap penelitian yang dilakukan untuk 
mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur dan tulisan serta 
buku yang berkenaan mengenai tema yang akan diteliti. 
Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan 
secara spesifik realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah 
kehidupan masyarakat. Jadi, mengadakan penelitian lapangan mengenai beberapa 
masalah aktual yang kini sedang terjadi dan mengekspresikan diri dalam bentuk 
gejala dan proses sosial.
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Selain  itu,  juga  diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap fakta 
sosial tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan 
yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.
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5. Teknik Analisis Data  
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Proses teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi 3 tahap, yaitu: Proses 
memasuki lokasi penelitian (getting in), ketika berada di lokasi penelitian (getting 
along), dan mengumpulkan data (longing data). 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis tentang situasi dan 
kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Analisis data yang dilakukan adalah seperti 
yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Analisis ini menggunakan 
model interaktif yang mempunyai 3 komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penarikan kesimpulan.
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H. Sistematika Penulisan 
- Bab I, merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
- Bab II, berisi tentang gambaran umum Desa Manurung, Kecamatan Bola, 
Kabupaten Wajo. 
- Bab III, berisi tentang hasil dan pembahasan dari penelitian tentang 
“Partispasi Masyarakat Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo 
terhadap Musyawarah  Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa 
Manurung Tahun 2014”. 
- Bab IV, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-
saran dari penulis. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG DESA MANURUNG KECAMATAN BOLA 
KABUPATEN WAJO 
 
A. Gambaran Umum Desa  
Desa Desa Manurung merupakan salah satu desa yang ada di daerah 
Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yang telah dibentuk dan ditetapkan sebagai salah 
satu desa berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri yang tercantum pada 
Undang-Undang Dasar yang dimana dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 
pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan yang efektif dan efiisen perlu penyajian 
data administrasi pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan secara menyeluruh, 
terpadu, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang disusun dalam 
monografi desa dan kelurahan.
31
 Sehingga baik secara de facto maupun de jure, Desa 
Manurung telah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan desa 
secara otonom, baik otonom asli maupun kewenangan dan tugas pembantuan serta 
urusan pemerintahan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan maupun pemerintah di Kabupaten Wajo.  
Pada tahun 1980 Desa Manurung terbentuk pada awalnya akibat adanya 
pemekaran desa yang terjadi di Desa Lempong Kecamatan Bola Kabupaten Wajo 
yang mengakibatkan Manurung berpisah dari Desa Lempong dan membentuk desa 
                                                          
31
 Eni Suharti, Undang-Undang Desa,h. 129. 
34 
 
sendiri yang bernama Desa Manurung dibawah pimpinan Serma Amin M. Amin 
Sapran.
32
 
Desa Manurung memiliki 3 dusun yang menjadi wilyahnya yaitu Dusun 
Cullue, Dusun Caleru, dan Dusun Jennae yang dimananya Dusun Cellue sebagai 
ibukota Desa Manurung. 
B. Kondisi Umum Desa Manurung 
1. Letak dan Luas Wilayah 
Desa Manurung merupakan salah satu dari 11 Desa dan Kelurahan yang ada 
di wilayah Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo yang terletak 6 Km
2
 ke arah timur dari 
Ibukota Kecamatan Bola dan 15 Km
2
 dari arah barat ke wilayah Ibukota Kabupaten 
Wajo (Sengkang).
33
Desa Manurung memiliki luas wilayah seluas 22,35 km
2
 dengan 
batas-batas wilayah desa: 
- Sebelah Utara : Desa Penrang 
- Sebelah Timur : Desa Aluppang 
- Sebelah Selatan : Desa Lempong 
- Sebelah Barat : Tonrong Lagosi 
C. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk 
1. Jumlah Penduduk 
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Pada Tahun 2014 Desa Manurung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 
1.636 jiwa dengan 435 KK yang tersebar dalam 3 dusun yang ada di Desa Manurung 
dengan perincian sebagai berikut:  
Tabel 1: Jumlah Penduduk 
No. Nama Dusun Jumlah Penduduk 
1 Dusun Cellue 571 Jiwa 
2 Dusun Caleru 275 Jiwa 
3 Dusun Jennae 790 Jiwa 
Sumber: Badan Pusat Statistik Desa Manurung.
34
 
 
2. Tingkat Pendidikan  
Dari segi tingkat pendidikan masyarakat Desa Manurung pada Tahun 2014 
adalah sebagai berikut:  
Tabel 2: Tingkat Pendidikan 
No. Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Sekolah Dasar (SD) 412 Orang 
2 Sekolah Menengah Pertama (SMP) 189 Orang 
3 Sekolah Menengah Atas (SMA) 75 Orang 
4 Sarjana 15 Orang 
Sumber: Badan Pusat Statistik Desa Manurung.
35
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3. Mata Pencaharian  
Desa Manurung merupakan desa pertanian, maka sebagian besar penduduknya 
bermata pencaharian sebagai petani, namun ada sebagian masyarakat juga berprofesi 
lain diantaranya sebagai berikut:  
Tabel 3: Mata Pencaharian Masyarakat Desa Manurung 
No. Mata Pencaharian Jumlah 
1 Petani 756 Orang 
2 Pedagang/Pengusaha 8 Orang 
3 Pegawai Negeri Sipil (PNS) 16 Orang 
4 Buruh 168 Orang 
5 Peternak 350 Orang 
Badan Pusat Statistik Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo.
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4. Sarana dan Prasarana Desa  
Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Manurung pada tahun 2014 secara 
garis besar memiliki:1 buah balai pertemuan desa, 1 buah pasar yang dijadikan 
sebagai tempat melakukan transaksi jual beli bagi masyarakat, dan terdapat 5 buah 
masjid yang tersebar  di 3 dusun yang ada  sebagai tempat bagi masyarakat untuk 
menjalankan ibadah. 
Tabel 4: Sarana dan Prsarana Desa 
No. Sarana dan Prasarana Desa Jumlah 
1 Balai pertemuan desa 1 Buah 
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2 Pasar 1 Buah 
3 Masjid 5 Buah 
Sumber: Badan Pusat Statistik Desa Manurung.
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D. Pengertian Musrembang 
Musrembang adalah hasil assesmen paling penting terhadap usulan program 
yang prioritas dari masyarakat karena apa yang dihasilkan merupakan kebutuhan 
masyarakat yang sebenarnya. Dijelaskan, mengacu pada aturan hukum yang berlaku, 
dalam hal ini UU No 25 Tahun 2004 tentang Strategi Perencanaan Pembangunan 
Nasional, maka partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam 
merencanakan pembangunan sebagai bentuk dari proses demokrasi.
38
 
Tujuan perencanaan pembangunan nasional menurut Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2004, antara lain: 
1. Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan. 
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-
daerah, antar-ruang, antar-fungsi pemerintah maupun antara pusat dan 
daerah. 
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengawasan. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan 
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menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 
berkeadilan dan berkelanjutan. 
Musrembang desa adalah sebuah mekanisme perencanaan, sebuah institusi 
perencana yang ada di desa setempat dan sebagai mekanisme untuk mempertemukan 
usulan/kebutuhan masyarakat (bottom up planning) dengan apa yang akan diprogram 
pemeintah (top down planning). Idealnya pelaksanaan Musrembang desa melibatkan 
masyarakat mulai dari tahapan proses, penentuan, dan pelaksanaan termasuk secara 
bersama memikirkan bagaimana membiayai dan mengimplementasikan hasil 
Musrembang desa yang dilaksanakan.
39
 Ini bias terjadi manakala benar pemerintah 
duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertumpu 
pada kesejahteraan masyarakat kedepan. 
Musrembang desa juga merupakan sebuah mekanisme yang benar – benar 
menjadi wadah dalam mempertemukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan 
bagaimana pemerintah merespon hal tersebut, namun kenyataan yang ada, 
masyarakat apatis terhadap mekanisme musrembang. Apalagi kenyataan yang ada 
hasil Musrembang bukan menjadi bagian dari amanah yang akan dijalankan tahun 
berikutnya, akan tetapi terlihat dan terasa oleh masyarakat begitu banyak program 
yang terlaksana tanpa melalui musyawarah/proses komunikasi antar masyarakat dan 
pihak pelaksana.
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Musrembang desa kita tahu adalah proses musyawarah masyarakat tentang 
pembangunan yang akan dilaksanakan oleh penduduk desa setempat yang 
dilaksanakan guna untuk mendapatkan suatu kesepakatan diantara masyarakat di 
setiap desa yang akan di adakan pembangunan. Musrembang desa adalah forum 
dimana masyarakat dapat menyampaikan aspirasi meraka,dalam proses pembangunan 
yang akan di laksanakan tentang bagaiman yang seharusnya di lakukan pemerintah 
serta sebaliknya yang harus di lakukan masyarakat dalam pembnguna yang akan di 
laksanakan. 
Untuk itu, agar Musrembang desa lebih bermakna serta kelanjutan 
pembangunan, kita berharap kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 
mensinkronkan kegiatan yang ada di unit kerjanya dengan kebutuhan masyarakat, 
sehingga dana yang ada di SKPD pemanfataannya lebih maksimal untuk kepentingan 
masyarakat. Wildan menambahkan bila suatu perencanaan sudah disusun dengan rapi 
dan matang diyakini sistem penyelenggaraan pemerintahan akan berlangsung baik 
sesuai dengan harapan masyarakat serta visi dan misi pemerintah daerah.
41
 
E. Peranan dan Kedudukan Musrembang Desa 
Musrembang desa merupakan wahana publik yang penting untuk membawa 
para pemangku kepentingan yang ada di desa memahami isu-isu dan permasalahan 
pembangunan desa mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan consensus 
untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan yang akan dilakukan di desa. 
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Musrembang lazimnya dilaksanakan setelah selesainya „tahap persiapan‟ 
penyusunan rencana (analisis situasi dan rancangan rencana) dari keseluruhan proses 
perencanaan partisipatif. Musrembang desa bertujuan menstrukturkan 
permasalahan,mencapai kesepakatan prioritas isu dan permasalahan desa, serta 
mekanisme penanganannya. Musrembang desa merupakan wahana untuk 
mensinkronisasikan dan merekonsiliasikan pendekatan “top-down” dengan “bottom-
up”,pendekatan penilaian kebutuhan masyarakat (community need assessment) 
dengan penilaian yang bersifat teknis (technical assessment); resolusi konflik atas 
berbagai kepentingan pemerintah desa dan non government stakeholders untuk 
pembangunan desa, antara kebutuhan program pembangunan dengan kemampuan dan 
kendala pendanaan, dan wahana untuk mensinergikan berbagai sumber pendanaan 
pembangunan.
42
 
Jalur musrembang yang dilaksanakan di desa dapat dikatakan sebagai jalur 
utama didalam menyalurkan aspirasi dan peran serta masyarakat didalam penentuan 
perencanaan pembangunan di desa. Melalui jalur inilah mayoritas aspirasi masyarakat 
disalurkan sebagai masukkan bagi proses perencanaan pembangunan 
selanjutnya.Walaupun dikatakan sebagai jalur utama aspirasi masyarakat, aspirasi 
yang disampaikan dijalur ini juga dapat dikatakan sebagai jalur yang paling lemah 
pada proses perumusan agenda dan usulan kegiatan. 
Masyarakat tidak banyak tahu seberapa besar peluang usulannya yang 
ditampung dan ditindaklanjuti dalam proses pembangunan atau seberapa besar 
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persentase kegiata-kegiatan yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang 
berasal dari aspirasi musrembang. Inilah problem utama partisipasi masyarakat yang 
dihadapi didalam proses kebijakan penentuan perencanaan pembangunan di 
Indonesia khususnya yang terjadi di Desa Manurung.  
Jika dilihat lebih lanjut maka penyebab lemahnya aspirasi masyarakat tersebut 
dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu: a). Eksternal, yang dimaksud adalah 
kondisi di luar sistem birokrasi pemerintah yaitu masyarakat umum dan b). Internal, 
yang dimaksud adalah kondisi didalam sistem birokrasi pemerintah.
43
 
Hal ini perlu cepat diatasi agar proses perencanaan pembangunan yang akan 
dilaksanakan di desa berjalan dengan baik dan dapat membuat suatu program-
program pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat desa sehingga desaini 
akan lebih baik lagi dalam hal pembangunan. 
F. Prinsip- Prinsip Penyelenggaraan Musrembang Desa 
Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka 
musrembang perlu memiliki karakter sebagai berikut: a). Merupakan „demand driven 
process‟ artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrembang berperan besar dalam 
menentukan keluaran hasil musrembang. b). Bersifat inkusif artinya musrenbang 
melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua 
stakeholders untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, c). 
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Mengungkapkan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam 
pencapaian hasil musrembang yang dilaksanakan di desa d). Merupakan proses 
berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana 
daerah (RKPD). e). Bersifat „strategic thinking process‟ artinya proses pembahasan 
dalam musrembang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran 
strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan 
fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan 
negosiasi. f). Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif 
peserta musrenbang. g). Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas 
isu dan permasalahan pembangunan desa. h). Bersifat resolusi konflik artinya 
mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas 
kepentingan yang berbeda; menfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan 
kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak 
(mutually acceptable solutions).
44
 
Sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan musrembang desa adalah 
kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada peserta, terutama 
tentang kejelasan isu dan permasalahan strategis yang dihadapi desa untuk saat ini, 
prioritas program, kegiatan dan ketersediaan pendanaan; adanya instrumen (format, 
checklist dsb) yang memudahkan peserta untuk terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan; kesesuaian pembahagian diskusi kelompok dengan pembahagian fungsi 
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pemerintahan desa, tematik isu strategis yang dihadapi; ketersediaan fasilitator yang 
independen dan kompeten untuk memandu jalannya diskusi untuk mencapai 
kesepakatan; kualitas demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan 
keputusan; dan narasumber harus menguasai materi yang disampaikan.
45
 
G. Syarat Keberhasilan Musrembang Desa 
Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, keberhasilan 
musrembang desa sangat ditentukan oleh pelaku, materi, dan proses yang terkait 
musrembang itu sendiri. Secara lebih terinci faktor-faktor tersebut adalah sebagai 
berikut: 1). Adanya komitmen politik yang tinggi dari pemerintah desa dan alokasi 
anggaran pendapatan desa yang memadai untuk penyelenggaraan musrembang 
merupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan musrembang. 2). 
Penyelenggara musrembang harus lembaga pemerintah desa itu sendiri yang kredibel 
dan mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambil keputusan. 3). Fasilitator 
yang ditugaskan untuk menfasilitasi musrembang ini harus memiliki keterampilan 
organisasi, analisis, dan berwawasan luas. 4). Kriteria umum fasilitator mesti 
mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, 
pengalaman menfasilitasi perencanaan strategis; menge-tahui metoda dan teknik 
partisipatif; memahami karakter desa; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada 
hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani 
penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan 
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responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif 
(keterlibatan aktif stakeholders dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat 
membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.
46
 
H. Sasaran dalam Pelaksanaan Musrembang 
Sasaran yang perlu dicapai dalam pelaksanaan musrembang desa adalah 
sebagai berikut, yaitu : 
1. Kelengkapan dan kualitas informasi yang disampaikan kepada peserta, 
terutama tentang kejelasan isu dan permasalahan strategis yang 
dihadapi,prioritas program, kegiatan dan ketersediaan pendanaan;  
2. Adanya instrumen (format, checklist dsb) yang memudahkan peserta 
untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan; 
3. Kesesuaian pembahagian diskusi kelompok dengan pembahagian fungsi 
pemerintahan desa, tematik isu strategis yang dihadapi; 
4. Ketersediaan fasilitator yang independen dan kompeten untuk memandu 
jalannya diskusi untuk mencapai kesepakatan;  
5. Kualitas demokratisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan 
keputusan; keterwakilan stakeholders; 
6.  Narasumber menguasai materi yang disampaikan. 
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Persiapan yang baik akan meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil 
musrembang desa. Sasaran yang harus dicapai dalam persiapan musrembang  desa 
adalah peserta telah diberitahu lebih awal akan adanya musrembang; peserta telah 
menerima bahan yang akan dibahas sehingga memungkinkan peserta mempunyai 
cukup waktu untuk memahami tentang maksud dan tujuan musrembang, kemudian 
mengkaji,menyiapkan komentar, saran dan usulan yang terarah. Informasi yang 
disajikan sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami oleh peserta yang terdiri 
dari berbagai latar belakang pendidikan, pengalaman dan status sosial. 
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BAB III 
PEMBAHASAN PENELITIAN 
 
A. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten 
Wajo 
 
Lahirnya era reformasi telah melahirkan berbagai kebijakan untuk mengatur 
penyelenggaraan otonomi daerah, diantaranya perubahan tersebut juga berdampak 
pada aspek perencanaan pembangunan, yang lebih terdesentralisasi yang 
dikembangkan agar dapat meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat secara 
berkeadilan. Perubahan sistem pemerintahan dari sentralistik menuju desentralistik 
diharapkan dapat meningkatkan peran serta maupun partisipasi masyarakat dalam 
kegiatan pembangunan, salah satu proses perencanaan pembangunan yang dilakukan 
di desa yaitu adanya pelaksanaan musrembang desa.  
Musrembang desa merupakan salah satu wahana perencanaan partisipatif 
yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat 
desa/kelurahan untuk mengenali masalah, potensi, kebutuhan, tantangan eksternal dan 
menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Musrenbang desa sebagai forum 
publik dalam rangka dialog dan pembahasan kegiatan perencanaan program yang 
diselenggarakan oleh pemerintah desa/kelurahan bekerjasama dengan warga dan para 
pemangku kepentingan lain.
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Upaya pembangunan yang terencana dapat dilakukan untuk mencapai tujuan 
pembangunan yang dilakukan. Lebih jauh lagi berarti perencanaan yang tepat sesuai 
dengan kondisi di suatu wilayah menjadi syarat mutlak dilakukannya usaha 
pembangunan. 
Perencanaan ada sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan 
yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan 
awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa 
sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada 
fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan 
sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu 
menjadi tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.
48
 
Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kehidupan yang 
lebih makmur dan sejarhtera bagi masyarakat, dalam upaya pembangunan partisipasi 
masyarakat mempunyai peran yang sangat penting karena pembangunan ditujukan 
untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan dengan adanya peran 
paertisipasi masyarakat dalam proses pembangunan diharapkan hasil dari 
pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan dan dibutuhkan oleh daerah 
tersebut. Partisipasi masyarakat sebagai strategi pendukung dalam mengatasi 
permasalahan pembangunan desa sangatlah penting peranannya, seperti kerjasama 
antara masyarakat dengan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan 
membiayai pembangunan.  
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Selain itu untuk mengembangkan dan melembagakan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan harus diciptakan perubahan sautu persepsi pemerintah dalam 
pembangunan serta untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik yang 
diberikan oleh masyarakat karena kritik merupakan salah satu bentuk dari pertisipasi 
masyarakat. 
Terkait dengan strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan 
pembangunan desa maka pengembangan peran pasrtisipasi masyarakat sangat 
diperlukan terutama dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada 
sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan 
kebutuhan dari masyarakat, ada dua alasan utama mengapa partisipasi masyarakat 
mempunyai arti penting dalam pembangunan desa yaitu : a). Partisipasi masyarakat 
merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan 
sikap masyarakat setempat. b). Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau 
program pembangunan jika mereka dilibatkan dalam proses perencanaan dan 
pelaksanaan.
49
 
Arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan menurut 
Tjokrowinoto dalam pembangunan  masyarakat desa antara lain adalah : a). 
Partisipasi menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi  untuk dapat turut serta 
dalam pembuatan keputusan penting yang menyangkut masyarakat. b). Partisipasi 
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menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi  tentang sikap, aspirasi, 
kebutuhan  dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akan terungkap. Arus 
informasi ini tidak dapat dihindari untuk  berhasilnya pembangunan. c). Partisipasi 
merupakan cara yang efektif  membangun masyarakat untuk pengelolaan program  
pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah. d). Partisipasi dipandang 
sebagai pencerminan hak-hak demokratis  individu untuk dilibatkan dalam 
pembangunan mereka sendiri.
50
 
Keterlibatan masyarakat dalam menghadiri rapat dalam musrembang desa 
sangat berpengaruh, semakin tinggi orang atau masyarakat yang menghadiri rapat, 
maka semakin besar pula peran serta partisipasi yang mereka lakukan. Tindakan yang 
dilakukan masyarakat dalam Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) 
Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. 
Berbagai bentuk partisipasi atau kontribusi yang diberikan masyarakat dalam 
proses rapat atau musyawarah rencana pembangunan desa, hal tersebut 
menunujukkan peran aktif serta keterlibatan masyarakat dalam rapat misalnya 
menyumbangkan berbagai ide-ide, sebuah gagasan, atau mengajukan usul, serta 
memberikan saran-saran dalam rapat desa, sehingga terjadi komunikasi melalui 
dialog antar masyarakat dengan perangkat desa yang memberikan tanggapan atau 
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kritik terhadap masalah-masalah yang dibicarakan serta ikut memberikan suaranya 
dalam pengambilan keputusan.
51
 
Hal tersebut penting dilakukan oleh masyarakat karena dengan ikutnya 
mereka berpartisipasi dengan baik dalam proses perencanaan pembangunan, maka 
masyarakat dapat menentukan sendiri arah kebijakan program-program pembangunan 
yang akan dilakukan nantinya bersama dengan pemerintah setempat secara 
musyawarah dengan baik.. 
Konsep “musyawarah” menunjukkan bahwa forum musrembang bersifat 
partisipatif dan dialogis. Musyawarah merupakan istilah yang sebenarnya sudah jelas 
berarti merupakan forum untuk merembukkan sesuatu dan berakhir pada 
pengambilan kesepakatan atau pengambilan keputusan bersama.
52
 
Musyawarah  adalah sebuah pendekatan kultural khas Indonesia yang dapat 
dimasukkan dalam proses ekplorasi kebutuhan dan identifikasi masalah. Musyawarah 
juga merupakan bentuk sarana untuk meningkatkan rasa partisipasi dan rasa memiliki 
atas keputusan dan rencana pembangunan. Musyawarah dapat merupakan cara 
analisis kebutuhan dan tidak sekedar keinginan yang bersifat superfisial demi 
pemenuhan kebutuhan sesaat. Oleh karena itu pemilihan orang-orang yang mewakili 
sebagai peserta musyawarah untuk suatu keperluan seperti merumuskan kebutuhan 
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masyarakat haruslah benar-benar yang mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang 
diwakilinya.
53
 
1. Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrembang di Desa 
Manurung 
 
Melihat akan pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan 
Musrembang di Desa Manurung menurut H. Abd. Samad, S.Pd (53 Tahun), yang 
merupakan salah satu tokoh masyarakat dari Dusun Jennae mengungkapkan bahwa: 
“Partisipasi masyarakat di desa Manurung dalam mengahadiri Musrembang 
Desa Manurung cukup banyak yang ikut karena adanya komunikasi yang baik 
antara pemerintah dengan masyarakat ikut terlibat dalam pembuatan 
keputusan walaupun tidak semua usulan masyarakat dapat diterima”.54 
Berkaitan dengan hal tersebut dalam suatu wilayah perlu adanya persatuan 
dan kesatuan yang baik antara unsur-unsur aparat pemerintah dengan masyarakat 
dalam melakukan pembaharuan dan pembangunan suatu wilayah ke arah yang lebih 
baik. Misalnya yang diungkapkan oleh Bapak Abdullah (56 Tahun), tokoh 
masyarakat yang berasal dari Dusun Cellue mengatakan bahwa: 
“Saya ikut rapat dalam Musrembang karena masyarakat bersatu dengan baik 
dengan pemerintah dan pemerintah mau mendengarkan apa yang ingin kami 
usulkan dan sampaikan mengenai program pembangunan apa yang kami 
inginkan ke depannya.”55 
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Selain itu, narasumber lain yang berasal dari Dusun Caleru memberikan 
pendapatnya mengenai pelaksanaan Musrembang yang ada di Desa Manurung 
Kecamatan Bola Kabupaten Wajo  yaitu Bapak Rusli, S.Pd (49 tahun) : 
“Berdasarkan pengamatan saya dalam pelaksanaan Musrembang Desa 
Manurung pada Tahun 2014, masyarakat datang dalam menghadiri rapat 
Musrembang karena ingin mengetahui program-program apa saja yang akan 
dilaksanakan desa dalam waktu 1 tahun yang akan mendatang”.56 
Pelaksanaan Musrembang di Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten 
Wajo,peran dan partisipasi dari kaum perempuan juga sangat diperlukan dalam 
melaksanakan pembangunan desa dan dapat berpeluang besar mempengaruhi 
kebijakan-kebijakan yang ada. Salah satu narasumber dari kaum perempuan 
mengatakan yaitu Ibu Rahmatia (40 tahun) seorang ibu rumah tangga dari Dusun 
Jennae mengungkapkan bahwa : 
“Saya ikut tahun lalu rapat karena Kepala Desa Manurung orangnya baik 
dan banyak pembangunan desa lancar dan merata dan saya merasakan hal 
baik itu”.57 
Selain ibu Rahmatia seorang narasumber dari tokoh masyarakat dari kalangan 
perempuan lainnya menambahkan mengenai adanya partisipasi wanita dalam 
pelaksanaan Musrembang di Desa Manurung adalah Ibu A. Asmawati (45 Tahun) 
yang juga selaku ketua Tim Penggerak PKK Desa Manurung mengungkapkan: 
“Beberapa masyarakat khususnya ibu-ibu banyak yang datang di acara rapat 
seperti itu karena ada beberapa hal seperti komunikasi pemerintah dan 
masyarakat sudah baik, kami diberi kesempatan untuk berbicara di forum dan 
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kegiatan ibu-ibu PKK seperti pengajian yang dilakukan ibu-ibu majelis 
taklim, kegiatan bersih-bersih di desa yang dilakukan mendapat dukungan 
dari pemerintah”.58 
Berbagai pendapat berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat 
(narasumber) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo. Partisipasi 
masyarakat dalam menghadiri rapat musrembang dinilai cukup baik oleh pemerintah 
Desa Manurung itu sendiri. 
“Alhamdulillah masyarakat Desa Manurung secara keseluruhan sudah 
membantu dengan baik dalam kegiatan Musrembang dan kegiatan-kegiatan 
lainnya karena masyarakat merasa bahwa pembangunan yang akan 
dilaksanakan mereka juga yang rasakan dan saya bersyukur selaku 
pemerintah setempat, masyarakat sangat membantu dan mendukung dengan 
baik mengenai program-program yang akan kami lakukan”.59 
 
Melihat berbagai pendapat tokoh masyarakat di atas mengenai keterlibatan 
tokoh masyarakat dalam pelaksanaan musrembang di Desa Manurung, adapun 
pernyataan berbeda yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat dari Dusun 
Caleru, yakni Bapak H. Jufri, S.Pd (50 Tahun) mengenai partisipasi masyarakat 
dalam menghadiri pelaksaan musrembang desa yang dilaksanakan di Desa Manurung 
proses dalam musrembang mengungkapkan demikian: 
“Mengenai masalah pelaksanaan musrembang di tingkat desa, banyak 
masyarakat yang tidak bisa berpartisipasi dengan baik dalam forum rapat 
untuk memberikan usulan atau masukan mengenai program apa yang akan 
dilaksanakan nantinya, hal ini dipengaruhi karena banyak masyarakat yang 
tidak mendapat undangan rapat secara resmi dari pemerintah dan komunikasi 
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yang terjalin masih perlu ditingkatkan karena sampai saat ini kerja sama 
antara masyarakat dengan pemerintah belum optimal”.60 
 
Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Asse Bandu (45 tahun), 
seorang petani juga selaku Ketua Kelompok Tani di Desa Manurung mengenai masih 
masalah yang ada dalam pelaksanaan musrembang: 
 “Pada dasarnya Musrembang di Desa Manurung memang hampir setiap 
tahun dilaksanakan namun banyak permasalahan yang terjadi seperti banyak 
usulan masyarakat yang belum diterima karena alasan keterbatasan dana dari 
pemerintah dan banyak program-program pembangunan desa sampai 
sekarang belum terlaksana”.61 
 
Dari berbagai pernyataan narasumber di atas, kita dapat melihat bahwa di 
Desa Manurung memang selalu dilakukan pelaksanaan rapat musrembang yang 
dimana beberapa masyarakat ikut hadir dan berpartisipasi dalam memberikan usulan 
dan pendapatnya mengenai program-program apa yang akan dilakukan dalam 
membangun desa. Namun dalam pelaksanaan musrembang di Desa Manurung, 
partisipasi masyarakat belum optimal dan belum menyeluruh serta masih perlu 
ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi dan terlibat 
langsung dalam proses pembuatan perencanaan program pembangunan yang akan 
dilaksanakan di setiap tahunnya. 
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2. Partisipasi Tokoh Pemuda dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Musrembang) di Desa Manurung 
Salah satu faktor keberhasilan suatu pembangunan yang dilaksanakan di suatu 
desa dapat terlihat apabila seluruh lapisan aspek masyarakat mulai dari aparat 
pemerintah desa, tokoh masyarakat yang ada serta peran yang diberikan oleh para 
tokoh-tokoh pemuda yang ada dengan terlibat langsung dan bekerja sama dengan 
baik dengan aparat pemerintah desa setempat mulai dari tahap perencanaan, 
pelaksanaan program-program pembangunan sampai pada tingkat pengawasan 
jalannya pembangunan yang ada. Peran pemuda sangat sentral dalam pelaksanaan 
program-program pembangunan yang ada di desa. Menurut Rusman (25 tahun) salah 
satu tokoh pemuda dari Dusun Cellue mengungkapkan tentang adanya partisipasi 
tokoh pemuda dalam pelaksanaan musrembang yang diadakan di Desa Manurung: 
 “Saya ikut rapat karena ada undangan dari panitia pelaksana Musrembang 
selain itu saya ikut karena mau memang melihat desa saya lebih maju 
pembangunannya serta saya akui pemerintah setempat menjalin komunikasi 
yang baik dengan kami selaku masyarakat”.62 
Pernyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan oleh salah 
satu tokoh pemudi dari Dusun Caleru atas nama Andi Novia Saputri (23 tahun) 
dengan mengatakan : 
“Ada beberapa anak-anak muda yang ikut hadir dalam rapat terutama saya 
yang hadir pada tahun kemarin karena ada waktu luang, ada undangan rapat 
dan kami mau juga memberikan pendapat”.63 
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Hal yang berbeda diungkapkan oleh beberapa tokoh pemuda lainnya tentang 
adanya partisipasi tokoh pemuda dalam pelaksanaan musrembang di Desa Manurung 
diantaranya apa yang diungkapkan oleh tokoh pemuda dari Dusun Caleru yaitu 
Nirwan (23 tahun): 
 
“Partisipasi pemuda di Desa Manurung khususnya di Dusun Caleru masih 
kurang aktif dalam mengikuti rapat semacam itu karena kebanyakan pemuda 
masih bersifat acuh tak acuh dalam mengikuti rapat karena suara pemuda 
masih kurang didengar”64 
 
Selain Nirwan yang berkomentar tentang kurangnya partisipasi kalangan 
pemuda dalam menghadiri pelaksanaan musrembang di Desa Manurung, tokoh 
pemuda lainnya dari Dusun Jennae yaitu Ahmad Rahman (25 Tahun) 
mengungkapkan hal demikian: 
“Dalam pelaksanaan Musrembang (Musyawarah Rencana Pembangunan) di 
tingkat desa, kami selaku tokoh pemuda masih kurang berkontribusi dalam 
proses pengambilan keputusan karena kebanyakan yang saya liat pada waktu 
itu hanya suara-suara yang lebih tua yang lebih banyak di dengar bahkan 
suara kami sebagai tokoh pemuda kadang didengar tapi lebih banyak yang 
diabaikan”.65 
 
Kurangnya keterlibatan tokoh pemuda dan pemudi di Desa Manurung dalam 
mengikuti musrembang untuk merumuskan rencana program-program pembangunan 
di desa semakin diperjelas oleh narasumber lainnya, seperti apa yang diungkapkan 
oleh salah satu tokoh pemudi dari Dusun Cellue, Tasriani, S.Pd (25 Tahun) 
mengungkapkan bahwa: 
“Partisipasi kami kurang dalam pelaksanaan Musrembang (Musyawarah 
Rencana Pembangunan) karena tidak ada sosialisasi, kerja sama kami selaku 
tokoh pemuda-pemudi masih kurang bersatu karena tidak ada wadah atau 
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tempat bagi komunitas kami di Desa Manurung dan minimnya pembangunan 
desa yang diperuntukkan bagi kami”.66 
 
Dari berbagai pernyataan yang diberikan oleh beberapa narasumber dari 
kalangan pemuda yang ada di Desa Manurung, terlihat bahwa masih minimnya peran 
dari kalangan pemuda dalam menghadiri pelaksanaan rapat musrembang yang 
dilakukan di Desa Manurung terutama dalam memberikan usulan atau masukan 
mengenai program-program apa yang seharusnya dilakukan. 
3. Masalah-Masalah yang Dihadapi Desa Manurung dalam Pembangunan 
a. Bidang  Pertanian 
Desa Manurung merupakan desa yang memiliki luas sawah seluas 879 Ha. 
Hampir 90% atau seluas 779 Ha yang merupakan sawah tadah hujan dan hanya 
sekitar 10% atau seluas 100 Ha yang merupakan sawah yang dialiri dengan sistem 
pompanisasi. Salah satu masalah yang dihadapi desa ini adalah banyanknya jalan tani 
yang mengalami kerusakan dan perlu mendapatkan perhatian gunan memperlancar 
para petani dalam pengangkutan hasil panen untuk menghubungkan sawah-sawah 
dengan pemukiman penduduk.
67
 
Selain jalan tani, masalah lain yang dihadapi dari segi pertanian adalah 
kurangnya aliran air dengan sistem pompanisasi yang mengaliri persawahan para 
petani sehingga para petani sangat tergantung dengan air hujan sehingga masyarakat 
sering kurang optimal dalam mendapatkan hasil panen. 
                                                          
66
 Tasriani S.Pd, Tokoh Pemudi Dusun Cellue/Guru SMA Negeri 1 Takkalalla, 25 Tahun 
(Wawancara pada tanggal 4 Mei 2015). 
67
 Badan Pusat Statistik Desa Manurung Tahun 2014 
58 
 
Permasalahan ini merupakan hal yang paling utama dibahas dalam 
pelaksanaan musrembang di Desa Manurung pada tahun 2014 karena hampir setiap 
tahun masyarakat mengusulkan untuk lebih memperhatikan pembangunan di sektoral 
pertanian baik dari pembangunan jalan tani maupun maupun pembangunan areal 
persawahan dengan sistem pompanisasi yang merata di segala daerah yang ada. 
Namun, sampai saat ini masyarakat masih merasa apa yang mereka usulkan tersebut 
belum dilaksanakan secara optimal oleh aparat pemerintah setempat. 
b. Bidang Ekonomi 
Sumber Daya Alam yang ada di Desa Manurung cukup potensial utuk 
meningkatkan ekonomi desa, dari sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi 
salah satu sumber penghasilan utama masyarakat desa. Hasil produksi yang 
melimpah tidak diikuti dengan jangkauan pemasaran hasil yang lancar membuat 
masyarakat tergantung dengan tekanan harga lokal yang diberlakukan oleh pedagang 
di desa.
68
 
Permasalahan tersebut harus cepat diatasi oleh  pemerintah untuk 
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat di desa karena sampai saat ini masyarakat 
masih menginginkan adanya pembangunan yang lebih baik lagi oleh pemerintah desa 
setempat. 
c. Bidang Pendidikan 
Pada tahun 2014 Desa Manurung memiliki sebanyak 775 jiwa anak usia pra 
sekolah dan sebanyak 412 jiwa anak yang sedang mengikuti pendidikan sekolah dasar 
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dan 189 jiwa pada tingkat Sekolah Menengah Pertama serta ada 75 anak yang 
bersekolah di tingkat Sekolah Menengah Atas/Sederajat. Angka-angka ini 
menunjukkan bahwa desa ini harus memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas 
sarana dan prasarana untuk pendidikan yang lebih baik. 
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Masalah yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang 
ada, di Desa Manurung hanya memiliki 1 Sekolah TK, Sekolah Dasar 2 Unit dan 
hanya memiliki 1 unit Sekolah Menengah Pertama (SMP). Masalah lain yang 
dihadapi dari dunia pendidikan di desa ini adalah masih kurangnya tenaga pendidik 
dan masih banyaknya anak-anak yang kurang mendapatkan pendidikan formal. 
Permasalahan di bidang pendidikan juga masih menjadi masalah penting yang 
harus diatasi oleh masyarakat yang ada di Desa Manurung. Hampir setiap tahun 
masyarakat mengusulkan dan menginginkan agar sektor pendidikan diperhatikan 
secara serius oleh pemerintah baik dalam pembangunan sarana maupun prasarana 
sekolah serta meningkatkan mutu tenaga pendidik yang ada di desa. Namun, dalam 
hal ini pemerintah masih dinilai lamban dalam mengatasi hal tersebut sehingga 
sampai sekarang proses belajar mengajar di sekolah masih rendah dan perlu diatasi 
secepatnya guna untuk meningkatkan dan mendorong anak-anak untuk bersekolah. 
d. Bidang Kesehatan 
Berbagai macam penyakit yang sering dialami oleh masyarakat desa dari tahun 
ke tahun seperti demam, cacar, diare, demam berdarah dan influenza belum bisa 
diatasi secara optimal oleh masyarakat dan pemerintah akibat kurangnya tenaga 
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kesehatan yang ada dan kurangnya tempat bagi masyarakat untuk berobat secara 
medis karena di Desa Manurung hanya memiliki 1 balai pengobatan atau posyandu, 
itupun masih perlu diperbaiki dan direnovasi agar dapat digunakan dengan baik.
70
 
Salah satu masalah yang harus diperhatikan secara seksama oleh pemerintah 
dan masyarakat adalah mengenai pentingnya hidup sehat. Selain faktor kondisi 
lingkungan yang harus dijaga, perlu juga adanya pembangunan mengenai tempat 
berobat bagi masyarakat secara medis seperti rumah sakit atau posyandu agar 
masyarakat dapat berobat dengan baik. Namun, sampai saat ini mengenai program 
pemerintah setempat dalam membangun tempat berobat secara medis di desa masih 
belum terlihat secara jelas sehingga mengakibatkan masyarakat kesulitan untuk 
berobat secara medis. 
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan 
Kesetaraan dan keadilan gender menjadi bagian penting dalam proses 
pembangunan. Proses pembangunan harus memperhatikan kesetaraan dan keadilan 
gender agar proses pembangunan tidak berjalan secara diskriminatif. 
Dalam mekanisme penggalian masalah dan pemgambilan keputusan dalam 
perencanaan pembangunan, masih menunjukkan kuantitas dan kualitas masih 
didominasi oleh kaum laki-laki, sedangkan perempuan yanag ada belum sepenuhnya 
mendapatkan kesetaraan dan dilibatkan secara aktif dalam proses pelaksanaan 
pembangunan. Oleh karena itu, pentingnya proses pemberdayaan bagi perempuan 
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agar dalam pembuatan dan pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan 
dapat berjalan dengan baik. Hal ini yang menjadi faktor utama mengapa masyarakat  
khususnya tokoh perempuan kurang berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang 
dilaksanakan oleh pemerintah desa. 
4. Masalah-Masalah Dalam Pelaksanaan Musrembang (Musyawarah 
Rencana Pembangunan) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten 
Wajo 
 
Dari begitu banyaknya permasalahan dalam pembangunan desa maka 
diperlakukan suatu strategi untuk mengatasinya, strategi dasar yang dilakukan dalam 
pembuatan kebijakan adalah pembangunan yang diarahkan seminimal mungkin 
terjadinya kesenjangan antara lain dengan mengurangi jumlah pengangguran yang 
ada. Selain strategi dasar tersebut maka perlu adanya strategi pendukung dalam 
mengatasi masalah pembangunan desa yaitu dengan pembangunan infrastruktur yang 
meliputi pendidikan dan infrastruktur lainnya serta pelibatan masyarakat dalam 
pembangunan. 
Kartasasmita, menyebutkan bahwa studi empiris banyak menunjukkan 
kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak memenuhi sasaran karena 
kurangnya partisipasi (politik) masyarakat, bahkan banyak kasus menunjukkan rakyat 
menentang upaya pembangunan. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal 
seperti, pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak 
menguntungkan rakyat banyak bahkan pada sisi estrem dirasakan merugikan, 
pembangunan meskipun dimaksudkan menguntungkan rakyat banyak, tetapi rakyat 
kurang memahami maksud tersebut, pembangunan dimaksudkan untuk 
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menguntungkan rakyat dan rakyat memahaminya, tetapi cara pelaksanaannya tidak 
sesuai dengan pemahaman tersebut dan pembangunan dipahami akan menguntungkan 
rakyat tetapi rakyat tidak diikutsertakan.
71
 
Sehingga pergeseran kebijakan program dana pembangunan desa yang 
komprehensif perlu keterlibatan politik masyarakat secara efektif dan dukungan 
berbagai sektor terpadu termasuk dukungan infrastruktur ekonomi yang tangguh 
memihak kepada kepentingan masyarakat sangat diperlukan guna mengakhiri 
pembatasan akses rakyat dalam proses pembangunan desa. 
Beberapa masalah yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan musrembang di 
Desa Manurung adalah pencapaian tujuan yang tidak terlaksana dengan baik. Hal ini 
terjadi karena dana atau anggaran yang di anggarkan untuk pembangunan itu tidak 
mencukupi untuk proses pembangunan.Dalam hal ini memang dapat kita katakana 
bahwa dana atau anggaran merupakan hal utama yg perlu di perhatikan selain 
persyaratan-persyaratan lainnya.kesepakatan yang di hasilkan dalam forum 
musrembang kadang kala tidak mendapatkan hasil yang maksimal  hal ini di 
sebapkan oleh ketidaksamaan pendapat antara berbagai pihak dalam porum tersebut. 
Permasalahan yang sering muncul dalam pelaksanaan musrembang di Desa 
Manurung dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu masalah yang berkaitan dengan 
input, proses dan output. 
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Pertama, masalah yang berkaitan dengan input terutama menyangkut 
keterlibatan masyarakat yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan akan peran 
masyarakat dalam pembuatan keputusan, dan kurangnya informasi yang dimiliki serta 
masih kuatnya budaya yang didominasi oleh yang di “tua”kan (ketokohan).  
Kedua, masalah yang berkaitan dengan proses, yaitu masih besarnya pengaruh 
top down, sehingga tidak dilakukan secara partisipatif, namun hanya untuk memenuhi 
kepentingan pihak tertentu dan formalitas saja.  
Ketiga, masalah dalam output berkaitan dengan masih kuatnya paradigma lama 
yang berlomba untuk menyusun “shoping list” dan “daftar belanja” yang sebanyak-
banyaknya tanpa memperhatikan kebutuhan. Berkaitan dengan hal di atas, salah satu 
narasumber yang mengatakan hal yang berkaitan dengan permasalahan ketiga yang 
terdapat dalam hal pembangunan adalah sebagai berikut: 
Dengan memperhatikan maksud dan tujuan pelaksanaan musrembang di desa, 
serta mekanisme pelaksanaan musrembang desa yang sangat singkat, dan adanya 
beberapa permasalahan dalam pelaksanaan musrembang (mulai dari input – proses – 
output) muncul beberapa isu penting yang perlu diatasi. 
- Hasil Musrembang desa/kelurahan dan kecamatan kurang dimanfaatkan 
sebagai masukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat. 
- Hasil dari usulan masyarakat tidak terdokumentasi dengan baik dan 
terdistribusi ke instansi-instansi teknis. 
64 
 
- Tidak adanya feed-back kepada masyarakat tentang hasil-hasil 
Musrembang desa sehingga berdampak pada menurunnya kepercayaan 
masyarakat akan kemungkinan berperan-serta dalam membuat keputusan. 
- Musrembang desa yang dilaksanakan terkesan hanya sebagai alat untuk 
melegitimasi bahwa penyusunan dokumen rencana telah dilaksanakan 
secara partisipatif dengan suasana pelaksanaan musrembang kurang 
kondusif bagi pembahasan usulan program secara berkualitas. 
Di samping itu keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang masih 
berada pada tingkat keterwakilan saja, dimana partisipasi masyarakat tersebut hanya 
terhenti sampai pada usulan. Sedangkan keputusan tetap ada pada pemerintah baik 
eksekutif maupun legislatif untuk itu. 
Disamping permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan Musrembang di 
Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo pada tahun 2014 adalah menurut 
beberapa narasumber (masyarakat) mengenai masalah tentang kurangnya komunikasi 
yang terjalin dengan baik antara pihak pemerintah dengan masyarakat setempat, 
masih banyak masyarakat yang berpartisipasi dengan baik dalam pelaksanaan 
musrembang, proses pelaksanaan musrembang mulai dari proses input (penerimaan 
usulan atau masukan dari masyarakat), proses (tahap pembuatan kebijakan mengenai 
program pembangunan desa), dan sampai pada tahap output (pelaksanaan 
pembangunan desa) belum berjalan dengan baik sehingga sebagian pembangunan 
desa belum terlaksanan dengan baik.  
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B. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Peran dan Partisipasi Masyarakat 
dalam Mengikuti Pelaksanaan Musrembang (Musyawarah Rencana 
Pembangunan) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo 
 
Adapun upaya yang dilakukan pemerintah Desa Manurung Kecamatan Bola 
Kabupaten Wajo dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
Musrembang desa adalah sebagai berikut: 
1. Melibatkan Masyarakat dalam Perencanaan Program Pembangunan 
Perencanaan program pembangunan desa berbentuk melibatkan masyarakat 
dalam merencanakan program yang akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang 
menjadi kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan itu berbentuk musyawarah yang 
dimulai dari tingkat dusun. Menurut Ambo Kasau (43 Tahun), selaku Kepala Dusun 
Cellue dalam meningkatkan partisipasi masyarakat adalah: 
“Dalam musyawarah ini, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 
menyampaikan ide-ide, gagasan dan usulan. Dari usulan tersebut masyarakat 
menganggapnya mereka membutuhkan program pembangunan tersebut”.72 
Berkenaan dengan musywarah yang terlebih dahulu dilakukan di tingkat 
dusun sebelum melakukan musrembang desa, Yusri Made (40 Tahun) sebagai kepala 
Dusun di Dusun Caleru menambahkan dengan mengatakan: 
“Sebelum melakukan musrembang, kepala dusun terlebih dahulu 
mengumpulkan dan menerima usulan-usulan dari masyarakat yang terhimpun 
dengan segala manfaat dan tujuan yang ingin dicapai, selanjutnya dusun 
membawa usulan-usulan tersebut dalam musyawarah pembangunan desa 
(Musrembangdes). Musyawarah ini diadakan dalam lembaga pemberdayaan 
masyarakat, kemudian pemerintah desa menimbang dengan segala manfaat 
dan tujuannya. Dari situlah pemerintah dapat memutuskan program apa yang 
akan di jalankan dan sesuai dengan anggaran PAD. Apabila PAD banyak, 
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dimungkinkan untuk menjalankan program-program yang diusulkan 
masyarakat. Setelah diketahui program yang akan dijalankan, maka 
pemerintah menyusun rencana program pembangunan dengan menentukan 
program mana yang lebih dahulu di jalankan, penetapan waktu 
pelaksanaannya dan batas akhir penyelesaiannya.
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Selain itu, menurut Kepala Dusun Jennae Bapak Mappiare (45 Tahun) hal-hal 
yang dilakukan untuk meningkatkan partipasi masyarakat adalah dengan cara: 
“Masyarakat harus diberikan ruang yang banyak dalam membuat suatu 
kebijakan bersama dan juga perlu dilakukan adalah membuat suatu rencana 
kegiatan yang sifatnya menyeluruh dan melibatkan pemuda-pemudi dan 
perempuan yang ada di setiap dusun yang ada di Desa Manurung”.74 
 
Hal ini perlu dilakukan pemerintah agar masyarakat dapat berpartisipasi 
dalam setiap pembuatan kebijakan pembangunan yang akan dilakukan oleh 
pemrintah. Pemerintah harus terbuka dalam menerima segala usulan permintaan dari 
masyarakat dari setiap kalangan yang ada di desa baik dari tokoh masyarakat, tokoh 
agama, pemuda-pemudi, dan para perempuan agar tercipta program pembangunan 
yang merata di setiap sektor. 
2. Melibatkan Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Pembangunan. 
Pembangunan akan berjalan dengan baik apabila terjalin suatu komunikasi 
dan kerja sama yang terjalin dengan baik antara seluruh ruang lingkup masyarakat 
bekerja sama dengan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan desa. Hal ini 
berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Andi Abd. Rivai, SE. (52 
Tahun), selaku Kepala Desa Manurung yang mengatakan bahwa: 
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“Pada waktu pelaksanaan program, pemerintah menghimbau kepada 
masyarakat baik dari kalangan pemuda maupun perempuan  untuk ikut dalam 
pelaksanaan pembangunan dengan cara ikut melaksanakan gotong royong, 
baik dalam pembangunan gedung, jalan dan pembangunan sarana umum, 
serta menyarankan kepada masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan 
program bantuan untuk mendirkan usaha dan mensukseskan jalannya 
pembangunan dengan cara menyediakan tempat untuk pembangunan fasilitas 
umum dan kepentingan bersama.
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Lebih lanjut Kepala Desa Manurung (Andi Abd. Rivai, SE) menambahkan 
bahwa:  
“Diantara program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Manurung 
yang melibatkan partisipasi masyarakat yang dimulai dari perencana 
program sampai pada pelaksanaannya yaitu: pembangunan infrastruktur 
desa, pembangunan sarana ibadah, pembangunan ekonomi, pemberdayaan 
perempuan, dan peningkatan pengembangan kreatifitas bagi pemuda-pemudi 
yang ada di desa”.76 
 
Selain masyarakat diberi ruang dalam menyampaikan pendapatnya tentang 
program-program apa yang harus dijalankan oleh pemerintah, masyarakat juga harus 
dilibatkan dalam proses pelaksanaan pembangunan. hal ini bertujuan untuk 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kerja sama 
antarmasyarakat yang ada di desa dan dapat membangun desa sesuai dengan apa yang 
masyarakat inginkan. 
3. Melibatkan Masyarakat dalam Pengawasan Pelaksanaan Program 
Pembangunan. 
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Berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan yang akan 
dilaksanakan, menurut Sekretaris Desa Manurung Ibu Andi Yuliana, S.IP (44 Tahun) 
mengatakan bahwa: 
“Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan 
terhadap program-program desa yang dilaksanakan, ini adalah bentuk upaya 
pemerintah untuk menggerakkan masyarakat dalam pembangunan. Melalui 
pengawasan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk 
memberikan masukan dan saran kepada pemerintah untuk kesuksesan 
jalannya pembangunan.
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Berbagai macam program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 
pembangunan desa setiap tahunnya membuat pemerintah dan masyarakat harus 
berkontribusi lebih dalam pelaksanaan pembangunan. hal ini berkaitan dengan apa 
yang diungkapkan salah satu nasasumber dari aparat pemerintah Desa Manurung, 
Bapak Baso Mustamin selaku Kepala Urusan Pemerintah Desa (49 Tahun) 
mengatakan bahwa: 
 “Masyarakat diminta untuk mengawasi seluruh proses pembangunan agar 
masyarakat merasa diperlukan bahwa program tersebut memang dari 
masyarakat dan kembali kepada mereka sebagai pemanfaat hasil 
pembangunan. Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk pantauan 
masyarakat terhadap jalannya pembangunan, apakah program yang 
diusulkan oleh masyarakat dilaksanakan atau tidak dan sesuai dengan yang 
dibutuhkan masyarakat”.78 
 
Dalam proses pelaksanaan pembangunan, salah satu fungsi atau peran yang 
harus diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pentingnya perannya 
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masyarakat dalam pembangunan yaitu ikut bersama-sama mengawasi pelaksanaan 
program-program yang dilakukan pemerintah di desa. Hal ini perlu dilakukan untuk 
mengantisipasi adanya pembangunan yang tidak terlaksana ataupun terdapat praktek-
paktek politik yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab 
yang dapat merugikan masyarakat. 
4. Menggerakkan Partisipasi Melalui Lembaga yang Dikenal oleh 
Masyarakat. 
Pemerintah Desa Manurung berupaya menggerakkan partisipasi masyarakat 
melalui lembaga kemasyarakatan yang sudah dikenal di tengah masyarakat. Lembaga 
tersebut adalah RT, RW dan sampai ketingkat dusun. Keterlibatan masyarakat ini 
berbentuk usulan program dan pelaksanaan program. Usulan program yaitu dimulai 
dari RT dan RW, masyarakat sudah mulai merencanakan program pembangunan 
yang dibutuhkan. Kemudian dimusyawarahkan ditingkat Dusun untuk mengetahui 
program tersebut bagus atau tidak, apakah layak untuk diusulkan dan melihatnya dari 
segi manfaat. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh salah satu anggota 
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Dusun Jennae, Bapak Dg. Mangerang (63 
Tahun) yang mengungkapkan bahwa: 
“Keterlibatan masyarakat melalui lembaga ini dalam bentuk mengusulkan 
ide-ide pembangunan dan melaksanakan kerja bakti bersama. dalam 
menyampaikan ide-ide dan usulan, pemerintah menyediakan tempat bagi 
masyarakat untuk menyalurkannya melalui ketua kelompok tetangga mereka 
kemudian ditindak lanjuti sampai kepada kepala desa”. 79 
                                                          
79
 Dg. Mangerang, Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Petani, 63 Tahun 
(Wawancara pada tanggal 8 Mei 2015). 
70 
 
Dengan adanya lembaga ini, diharapkan masyarakat merasa terbantu dengan 
cepat memberikan informasi kepada ketua RT tentang keinginan mereka dalam 
menyampaikan aspirasi. 
5. Mengajak Masyarakat untuk Bergotong Royong. 
Pemerintah Desa Manurung terus berupaya menggerakkan partisipasi 
masyarakat untuk kemajuan pembangunan, yaitu melalui kegiatan gotong royong 
yang dilaksanakan baik tingkat dusun maupun di tingkat desa. Seperti yang 
diungkapkan oleh Bapak  Muhammad Tang (47 Tahun) Selaku anggota Badan 
Permusyawaratan Desa Manurung dari Dusun Caleru mengatakan bahwa: 
“Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat selaku aparat pemerintah desa, 
pemerintah harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk saling 
bekerja sama dan bergotong royong dalam segala hal yang dilakukan seperti 
pembangunan jalan tani di desa, pembangunan balai pertemuan desa dan 
pembangunan infrastruktur desa lainnya.”80 
 Lebih lanjut, Ibu Arisah (47 Tahun) selaku anggota BPD perempuan yang 
berasal dari Dusun Cellue mengatakan bahwa: 
“Dalam melaksanakan kegiatan gotong royong dilaksanakan di desa, 
pemerintah harus melibatkan dan menggerakkan partisipasi penuh dari 
kalangan pemuda dan perempuan juga supaya kegiatan pembangunan juga 
dirasakan dan berdampak baik bagi masyarakat secara keseluruhan”.81 
Dengan adanya upaya pemerintah menggerakkan partisipasi masyarakat, 
diharapkan termotivasi untuk mengeluarkan ide, gagasan dan usulan, serta dapat 
mendorong semangat gotong royong masyarakat, bukan berbentuk tenaga saja tetapi 
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juga berbentuk non materi, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya 
pembangunan. Namun dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Manurung 
tersebut, masih terdapat kekurangan disana sini, partisipasi masyarakat tidak 
maksimal, bukan dalam materi saja tetapi secara non fisik juga tidak ikut terlibat, 
masyarakat tidak terlibat secara keseluruhan, hanya beberapa masyarakat yang datang 
dan ikut untuk menjalankan pembangunan. 
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dari Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten 
Wajo mengenai skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan 
Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Desa Manurung Kecamatan 
Bola Kabupaten Wajo”,  maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berkaitan 
dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Partisipasi masyarakat di Desa Manurung dalam mengikuti pelaksanaan 
rapat Musrembang di Desa Manurung masih kurang aktif dan masih perlu 
ditingkatkan karena masih banyak masyarakat yang belum berpartisipasi 
dan terlibat langsung dalam proses pembuatan perencanaan program 
pembangunan yang akan dilaksanakan disetiap tahunnya. 
Hal yang menjadi kendala sehingga masih banyak masyarakat yang 
kurang aktif dalam mengikuti pelaksanaan musrembang adalah kurang 
dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam proses pembuatan maupun 
pelaksanaan program-program pembangunan di desa sehingga 
menyebabkan kurang terjalin hubungan kerja sama yang baik antara 
masyarakat dengan pemerintah setempat dalam melaksanakan 
pembangunan di desa. Selain itu, hal mendasar lainnya mengenai 
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permasalahan komunikasi antara pihak pemerintah dengan masyarakat 
dengan banyaknya masyarakat yang tidak tahu tentang adanya pelaksanaan 
musrembang karena tidak mendapat undangan maupun panggilan dari 
panitia penyelenggara musrembang yakni pemerintah desa. 
Hal lain yang mejadi permasalahan adalah kurang terlibatnya seluruh 
lapisan aspek masyarakat dengan pemerintah Desa Manurung dalam 
merumuskan suatu program pembangunan desa dalam musrembang 
2. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan Musrembang ke depannya adalah 
dengan cara:  
a).Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan program 
pembangunan. 
b).  Melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan,  
c). Menggerakkan partisipasi melalui lembaga yang dikenal oleh   
masyarakat. 
d). Melibatkan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program 
pembangunan. 
e).    Mengajak masyarakat untuk bergotong royong. 
Hal tersebut sangat perlu dilakukan oleh pemerintah Desa Manurung 
mengingat akan pentingnya pembangunan yang baik. Hal tersebut dapat terwujud 
apabila masyarakat dan pemerintah bekerja sama dan memberikan ruang kepada 
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masyarakat seutuhnya terlibat langsung dalam program pembangunan yang 
dilaksanakan di Desa Manurung. 
B. Saran 
Adapun saran dari penulis berkaitan dengan penelitian tersebut adalah sebagai 
berikut, yaitu: 
1. Masyarakat harus menyadari akan pentingnya berpartisipasi dan menjalin 
komunikasi serta bekerja sama dengan baik masyarakat lain maupun 
dengan pemerintah desa setempat dalam merumuskan dan menjalankan 
program-program pembangunan desa apa yang akan dilaksanakan ke 
depannya sehingga dapat membangun desa dengan baik dengan tujuan 
kesejahteraan bersama. 
2. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan taraf 
hidup masyarakat melalui program-program pembangunan yang pro 
dengan masyarakat. Namun, pembangunan akan berjalan dengan baik 
apabila pemerintah melibatkan masyarakat sepenuhnya di desa. 
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LAMPIRAN 
A. Data Narasumber dari Tokoh Masyarakat 
1. Daftar Narasumber dari Tokoh Masyarakat yang Mengatakan Adanya Partisipasi 
Masyarakat dalam Mengikuti Pelaksanaan Musrembang di Desa Manurung 
 
Nama: H. Abd. Samad, S.Pd. 
Tempat/Tgl. Lahir: Baba Salo’e, 20 Maret         
1962 
Alamat: Dusun Jennae 
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (Kepala  
                  Sekolah SDN 234 Manurung) 
 
Nama: Abdullah 
Tempat/Tgl. Lahir: Lempua, 31 Desember 1959 
Alamat: Dusun Cellue 
Pekerjaan: Petani 
 
 
 
Nama: Rusli, S.Pd 
Tempat/Tgl. Lahir: Aluppang, 27 Juni 1966 
Alamat: Dusun Caleru 
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (Guru SMP Negeri 
2 Bola) 
 
 
 
 Nama: Rahmatia 
Tempat/Tgl. Lahir: Lakalukku, 10 Desember 1975 
Alamat: Dusun Jennae 
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga 
 
 
 
Nama: Andi Asmawati 
Tempat/Tgl. Lahir: Sengkang, 21 April 1970 
Alamat: Dusun Cellue 
Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga/Ketua Tim  
       Penggerak  Ibu PKK Desa    
       Manurung 
 
2. Daftar Narasumber dari Tokoh Masyarakat yang Mengatakan Kurangnya 
Partisipasi Masyarakat dalam Mengikuti Pelaksanaan Musrembang di Desa 
Manurung 
 
Nama: Abdul Aras 
Tempat/Tgl. Lahir: Lempong, 5 Mei 1971 
Alamat: Dusun Cellue 
Pekerjaan: Wiraswasta 
 
 
 
 
  
Nama: Asse Bandu 
Tempat/Tgl. Lahir: Caleru, 3 Mei 1970 
Alamat: Dusun Caleru 
Pekerjaan: Petani/Ketua Kelompok Tani Desa  
       Manurung 
 
B. Data Narasumber dari Tokoh Pemuda 
1. Daftar Narasumber dari Tokoh Pemuda yang Mengatakan Adanya Partisipasi 
Pemuda dalam Mengikuti Pelaksanaan Musrembang di Desa Manurung 
 
Nama: Rusman 
Tempat/Tgl. Lahir: Cellue, 2 Januari 1990 
Alamat: Dusun Cellue 
Pekerjaan: Mahasiswa 
 
 
 
Nama: A. Novia Saputri 
Tempat/Tgl. Lahir: Sengkang, 17 Nopember  
                                1992 
Alamat: Dusun Caleru 
Pekerjaan: Mahasiswi 
 
 
 
2. Daftar Narasumber dari Tokoh Pemuda yang Mengatakan KurangnyaPartisipasi 
Pemuda dalam Mengikuti Pelaksanaan Musrembang di Desa Manurung 
 
Nama: Nirwan, A.Md. Pi. 
 
Tempat/Tgl. Lahir: Caleru, 27 Juli 1992 
 
Alamat: Dusun Caleru 
 
Pekerjaan: - 
 
 
 
Nama: Ahmad Rahman 
 
Tempat/Tgl. Lahir: Jennae, 13 Juli 
1990 
 
Alamat: Dusun Jennae 
 
Pekerjaan: Wiraswasta 
 
 
Nama: Tasriani, S.Pd 
Tempat/Tgl. Lahir: 13 Nopember 1990 
 
Alamat: Dusun Cellue 
 
Pekerjaan: Guru SMA Negeri 1 Takkalalla 
 
 
 
 
C. Daftar Aparat Pemerintah yang Menjadi Narasumber dalam Pelaksanaan 
Musrembang di Desa Manurung 
 
Nama: Andi Abd. Rivai, SE. 
 
Tempat/Tgl. Lahir: Ujung Pandang, 15 Oktober  
                          1963 
 
Alamat: Dusun Cellue 
 
Pekerjaan: Kepala Desa Manurung 
 
 
Nama: Andi Yuliyana, S.IP. 
 
Tempat/Tgl. Lahir: Wakke, 31 Desember 1971 
                   
Alamat: Dusun Cellue 
 
Pekerjaan: Sekretaris Desa Manurung 
 
 
Nama: Baso Mustamin 
 
Tempat/Tgl. Lahir: Cellue, 31 Desember  
                           1966 
                   
Alamat: Dusun Cellue 
 
Pekerjaan: Petani/Kepala Urusan  
            Pemerintahan Desa Manurung 
 
 
 
 
Nama: Ambo Kasau 
Tempat/Tgl. Lahir: Cellue, 1 April 1972 
 
Alamat: Dusun Cellue 
 
Pekerjaan: Kepala Dusun Cellue/Petani 
 
 
 
Nama: Yusri Made, A.MA. 
Tempat/Tgl. Lahir: Caleru, 24 Agustus 1975 
Alamat: Dusun Caleru 
Pekerjaan: Kepala Dusun Caleru/Wiraswasta 
 
 
 
 
Nama: Mappiare 
Tempat/Tgl. Lahir: Caleru, 24 Agustus 1975 
Alamat: Dusun Jennae 
Pekerjaan: Kepala Dusun Jennae/Petani 
 
 
 
 
 
 
Nama: Arisah, A.MA. 
Tempat/Tgl. Lahir: Lempong 24 Juli 1970 
Alamat: Dusun Cellue 
Pekerjaan: Anggota BPD 
 
 
 
 
Nama: Muh. Tang 
Tempat/Tgl. Lahir: Lagosi, 14 Agustus 1968 
Alamat: Dusun Caleru 
Pekerjaan: Anggota BPD/Wiraswasta 
 
 
 
Nama: Dg. Mangerang 
Tempat/Tgl. Lahir: Tonro Bola, 31 Desember  
                     1952 
Alamat: Dusun Jennae 
Pekerjaan: Anggota BPD/Petani 
 
 
 
 
 
 
FOTO DOKUMENTASI 
PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) 
DESA MANURUNG KECAMATAN BOLA KABUPATEN WAJO 
 
 
(Pembukaan Kegiatan Musrembang oleh Bapak Camat Kecamatan Bola Kabupaten Wajo) 
 
 
(Pembacaan Agenda Kegiatan Musrembang) 
 (Penyampaian Aspirasi dan Usulan Program Pembangunan dari Masyarakat) 
 
 
(Penyampaian Aspirasi dan Usulan Program Pembangunan dari Masyarakat) 
 
 
 (Foto Peserta Rapat) 
 
 
(Foto Pemerintah Setempat Dalam Mencatat dan Menampung Aspirasi dan Usulan Program 
Pembangunan dari Masyarakat Peserta Rapat) 
